.EBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan {’emrnntah
Republtk Indonesia Nomer 12 Tahun 2019 wentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. sebagai penganti Peraturan Pemerintah
Nomur 58 Tahun 2005 tentang Pengelolann Keuangan Daerah
perlu disesuaikan agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan
di Kabupaten Lebong dapal berjalan sesual dengan tati kelola
pemerintal vang transfaran, akoniabihtas, dan partisipasif
perlu penpgelolinn geeara efekufl dan efisien:

b, bahwa dalam rangha memajukan kesejahleraan umum vang
adil dan merata, pengelolaan Keuangan daeczh perlu dilakolkan
secars profesional, eéfisien, elektif, transparan, dan akuntabel;

c. bahwa untnk memngkatkan profesionalitas, efisiens), efektifitas,
transparansy  dan akuntabnhitas dalam penyelenggaraan
pengelotaan Keuangan daerah:

d. bahwa untuk membenkan lindnsan dan kepastian hukum

dalam pengelolaan keuangan daerah, periu pengaturan tentang
pengelolaan keunngan daerah,

e. bahwa berdasarkan penimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam hurufa, buruf b, hurufc, dan huruf d perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentanp Pokok - Pokok Pengelolaan Keuanea
Daerah. ¥ wan

Mengingat : 1. Pasal § ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

2. Undgn;*Undang Nemor @ Tehun 1967 tentang Pembentikan
Provinsi Hengkulu [Lembaran Negarsn Republik  indonesia

Tahun 1967 Nomer 19, Tambahan Lem! N
Indonesin Nomar 2828); egara Republik
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¢
3. Undanp-Undang  Nomor 28 ‘Tahun 1999  lentang
s Megar v Bersih dan Bebas dari Korupst,
Penyelenggaraan Negara yang a Republik Indonesia
Kolusi dlan Nepotisme (Lembaran Negara Repulb t-l'k
Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara.-Repunit
donegin Naomor 3851);

4, En‘c?ﬂ‘lngﬂlul;lng Nomar 39 Tahun 2603 tenlang P{'“'_‘h“m“'l_‘“'!
Kabupaten lebong dan Kabupaten Kepahiang oli FFDQTHEE;']I
Benpgkulu [Lembaran Negarm EI’?FLITJ]II{ Indonesia :['ahun .
Nomor 154, Tamibahan Lembaran Negara: Republik Indonesia
Nomeor <389}, .

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penpelofann dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LemUaran Negara Republik Indanesia Nomor 4400]; o

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4-1_33]'._.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernniah
Daerah (Lembaran Negara Repulilik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tenitang  Pemenntah  daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Femerintzah Nomor 8 Tahun 2006 wentang Pelaporan
Keuangan dan Kinega Instans) Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesin  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614

9. F::naturﬂn_ Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar
ﬂkuntﬂpm Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Notnor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ihtlonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenitang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daeraly (Lembaran Negara
Repubilik Indenesia Tahun 2012 Nomor §322);

I1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
Dacrah (Lembaran Negurn, Reoy et Ga%aban _Keuangan

; gara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negarn R : :
Nomor 4022); gama Republik Indonesia

12, Peraturan Menten Dalam Ne
Penerapan Standar Akurita
Pada Pemerintah Daerah:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201

Pembentukan Produk Hukum Da 5 lentang

y erah (Berita .
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)- (Berita Negara Republik

14.&ra}u ran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentan
Klasifikasi, Kodefikas; dan  Nomenklatur Peérencanag E-
Pembangunan dan heuangan Daerah; !

15. F'.:.-raturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Sistem Informasi Pemeri ntah Daerah;

gerl Numulr 64 Tahun 2013 tentang
nsi Pemerintahan Berbasis Akrual

Tahun 2019 tentang
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Menetapkan : PERATURAN

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
Dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG POKODK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Dagian kesatu
Pengertian

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

L
2,
3.

=]
]

10,

11,

Dacrh adalah Kabupaten Lebong.

Bupati adalah Bupdti Lebong, |
Pemerintah Daerah ndalah Bupali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yvang memimpin pelaksanaan Urusan Pemernntahan yang menjaci
kewenangan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Draerah yang selanjuinya disingkar DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah  Kabupaten Lebong schagai unsur
penyelenggara Pemerintghan Daerah,

Satuan Kerja Peranghkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat dacrah pada Pemerintah Daerzh yvang melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang selarjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuwangan Daerah,

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satw) atau beberapa
Program,

Pengauna Anggaran ynag selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk meelaksanakan sebagian kewenangan PA  dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsl SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerab yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
im yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam

rangka penyusunan APBD.

Pejabal Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
krnga SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah



12. Bendahara Umum Dacralt yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

13. Kunsa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan igas
BUD,

Pejabal Pelnksana Teknis Kegintan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

peiabat pada Unit SKPD vang melaksanakan 1 (satu) atau beherapa kegiatan

dari suatu Program sesuai dengan bidang tugnsnya.

Prjnbat Penntausahoun Kevangan Satuan Kerja Perangkat Daerah vang

selanjutnye disingkat PPK SHPD adalah pejabat yang melaksankan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPD,

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyctorkan, menntnusahakan, dan mempenanggung jawabkan

uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksaaan APBED pada SKPD.

I7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat vang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang
untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Shi'D.

18, kevangan Dacrah adalah semun hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penvelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilal dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebul.

2. Pengelolagan Kevangan Daerah adalah Eeseluruhan kegiatan vang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertangeungiawaban, dan pengawasan Keunngan Daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana kevangan tahunan Dacrah yvang ditetapkan dengan Perda,

21, Penerimaan dacrah adalah vang vang rmasuk ke Kas Daerah.

22, Pengeluaran daerah adalah vuang vang keluar dari Kas Daerah.

23. Pendapatan Dacerali adalah semua hak daerah vang diakui sebagai penambah
nilal kekavaan bersih dalam perlode tahun dnggaran berkenaan.

24 Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam AFPBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

25, Pana Transfer Khusus adalah dana vang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantiu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

96. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkal DBH adalali dana yang
bersumber cari pendapatan terteritu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

27 Dana Alckasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan  kemampuan  keuangan aptar-Daerah  untuk  mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

14.

10.

16.



A8, Dana Alokosi Khusus yane selanjutnyn disingknt DAK adalah dana yang
bersumber darl pendopatan APBN yvang dinlokasikan kepada Daerah tertentu
denean tujuan wiituk memboniu mendann kegiatan khusus yang merupakan
vrusan Pemerintah vong menpadh kewennnginn Daerah,

29, Belimijo Diernlhy ndalal senun kewajibnn Pemerintih Daerah yang diakui
sebagal pengurang milni kekavaan bersili dalam periode tahun anggaran
berkenaun,

SO0 Pembanyiin adnloh setinp penerimuon yong perlu diboyar kembali dan/ atau
pengelunmn vang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikulnya.

AL Pmjaman Daerah adalah semun tmnsaksi yang mengakibatkan daerah
menerimn sejuminh gung otpu menerima manfal yang bernilai vang dari
pibak lain sehingga Docrah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
ketbali,

32. Urane Daerah yang selanjutnys discbut utang adalab jumlah uang yang wajib
dibavir Pemerintahy Daerah dan fatay kewaliban Pemerintah Daerah yang
dapat dhinilai dengan wong berdusarknn  peraturan perundang-undangan,
penonjian, atay berdasarkan sebab lainya vang sah.

33. Pemberian: Pinjaman Daerah ndalal berituk investdsi Pemerintah Daerah
pada Pemerintals Pusat, Pemerintah Daerah lainya, Badan Layanan Umum
Dacrahy milik Pemerintaly Dacrali Ininnva, Bagdan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Dueraly, Koperast, dan masvarnkat dengan hak peroleh bunga
dan pengembalian pokok pinjaman.

J4. Dana Codanean adalal Dana vang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang fidax dapat dibebankan
cilam 1 tsata) thun angparan.

35. Beban adalah penuninan manfaat ekenomi atau potensl lasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas alau nilal kekivaan bersih yang dapat
bertpa pengeluaran atan konsumst nset atau timbulnya kewajiban.

36. Rencana Pembanglinan Jangka Menengah Daerah yang selanjutniya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanann daerah untuk periode 5 (lima) tahun,
37. Reneana Pembangunan Tahunan Dacrah vang selanjutnya disebut Rencana
Rerja Pemerintah Daerah dan vang selonjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan Dacrah untuk perinde 1 {saw) tahun.

38, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dekumen
yanhg memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayvaan serta
asumsi vang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

39, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran vang diberikan
kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
:{3151 penyusunan réncana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
aerah.



40. Rencana Kerja dan  Anggaran Satuan  Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnyn disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memual rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
mncangan APBD.

41. Kerangka Penpeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspekrif lebih dari 1 (satu] tahun anggaran yang
mempertimbangkan implikasi biava akibat keputusan vang bersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

42. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu] atau lebih
kegiatan vang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau
masvarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

43. Kegiatan adalah bagian dan program vang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagal bagpian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdin dani sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik vang berupa personil atan sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan reknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber dava tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluzran dalam bentuk barang atau jasa.

44. Regiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yvang dwanggarkan dan dilaksanakan
untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yvang pekerjaannya dilakukan
melalui kontrak taliun jamak,

45. Hleluara.n adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dllaksaqgkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kelijakan.

46, Ha:::ii adalah segala sesuatu yang mencerminkan berflungsinya keluaran dari
kegiatan dalam 1 [satu) program,

47.Sasaran adalah hasil vang diharapkan dari suaty
yang diharapkan dan suatu kegiatan.

" e smnger. o poapi e egtan v san i i
kualitas yang terukur. = “nggaran dengan kuantitas dan

#9.Kas Umum Daerah adalah tempat pemyimpanan uang Daerah yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membavar seluruh Pengeluaran Daergh. |
30. Rekening Kas Umum Daerah

Program atau keluaran

yang ditetapkan,



| 51.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya digingkat DPA SKP'D adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi hendahara umum daerah yang
digunakan sebapgai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

52, Surat Penyedinan Dana yvang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
vang menyatakan tersedianya dana  $cbagal dasar penerbitan  surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

53, Surat Permintaan Pembavaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan pernintaan pembayaran.

54. Uang Persedinan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kena
dalam jumlahi tertentu vang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
membiavaan Kegiatan operasional pada satuan kera perangkat daerah funit
satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannyva tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

55, Pembayaran Langsung vang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran
langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar

perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan sural perintah membayar langsung.

56. Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya discbut TU adalah tambahan
uang muka yaﬁg dibenikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara
pengeluaran pembantu untuk membiayal pengeluaran atas pelaksanaan
APBD vang lidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu)
bulan,

57. Surat Perintah Membayar yvang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang dipunakan untuk penerbitan surat perintah penicairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKEPD.

58. Surat Perintah Membayar UP yvang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanal keglatan.

59. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas Beban Pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP vang telah dibelanjakan.

60. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan LS dan UP,

61. Surat Perintah Membayar Langsung vang selanjutnva disebut SPM-LS adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.



62. Sumat Perintah Pencairan Dana yvang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dekumen vang digunakan srbagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

63. Barang Mibk Daernl yvang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
vang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dan perolshan
lainva vang sah.

64. Sisa Lebih Perhitungan Angearan yang selanjutnva disebut SILPA adalah
selisih lehih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu]
perinde anpgaran,

65. Piulang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayvar kepada Pemerintah
Darral dan/atau hak Pemenntah Baerah yanp dapat dinilai dengan uang
sebagai  akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

66. Urusan Pemenmiahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan vang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

67.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan vang wajib
diselengoarakan oleh Daerah sesuai dengan poteni vang dimiliki Daerzh,

68. Pelavanan Dasar adalah pelavanan publik untuk memenuhi Kebutuhan dasar
warga Negam,

69. Standar Felavanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahian Wajib vang berhak
diperaleh setiap warpa neeara secara minimal,

70. Badan Lavanan Umum Dasrah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistemn yvang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan
Kerja perangkal daermh pada satuan kerja perangkat daerah  dalam
memberikan pelayanan kepada masvarakat vang mempunyai fleksihilitas
dalam pola pengelolaan keuvangan sebagai pengeenalian dari ketentuan
pengelolaan Keuangan daerah patla uinumnya.

71. Daerah Otonom yang selanmjutnva disebut daerah adzalah  kesatuan
masyarakat hukum vang mempunyai batas-batas wilayah vang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakal
setermpat menurut prakarsa sendini berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistemn Negara Kesatuan Republik Indanesia. |

72. Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat pegawal ASN
adalah pegawai negen sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
vang diangkat oleh pejabat pembina kepepawaiart dan diserahi tugas dalam
suaty jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

73. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyva disingkat BUMD adalah badan
usaha vang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki eleh Daerah.

74.Anggaran Kas adalah perkiraan .arus kas masuk yang bersumber dan
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersedian dana
yvang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

75. Standar Akuntansi Pemerintahan vang selanjutnya disingkat SAP adalah
pringip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menvusun dan menyajikan

laporan kevangan pemerintahan.



76. Rebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrab adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan prakiik spesifik yang dipilih oleh pemerintah Dacrah sebagai
pedoman dalam menyusun dun menysjikan laporan keuangin pemerintah
Daerah untuk memenulii kebutuhan pengzunaan laporan keunngan dalam
rangkn  meningkatkan  keterbandingon  laporan  keuangan terhadap
angearan,antar pericde maupun antar entitas.

77.Sistern Akuntansi Pemerintab Daecrah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistem matik dari prosedur, penyelengearaan,peralatdn dan
elemen lain untuk mewujudkan funpsl okuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah
Daerah.

78, Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daflar Rodefikasi
dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusin secara sistemalls
scbagii  pedotmian dalam  pelaksaan anggaran dan pelaporan  kKeuangan
Pemerintah Daerah,

79, Hari ndalah hari keria,

I'ngal 2

Rewangan daerah meliputi;

(1) Hak Daerali untuk memungut pajak cdaerah dan retribusi dacrah serta
melakukan pinjaman;

[2) Kewajiban Dacrah untuk meényelengearakan Urusan Pernerintzhan Daérah
dan membayar tagthan pihak ketiga;

(3) Penerimann Dasrah,

i4] Pengeluaran Dacroh;

|3) Kekayaan Daerah yang dikelola sendir]l atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain vang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; danfatau

(6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Dacrah dalam rangka
penyvelenggaraan tugas Pemerintahan Daermh dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1] Pengelolaan Keuangan Daerah dilukukan secara tertlb, efisien, ckonomis,
efektil, trasparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, tmanfsat untuk masyarakat, serla tant pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelelaan keuangan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
divujudkan dalam APBD,

(3] APBD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) merupakan dasar bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.



BAD I
Pengelala Kevangan Daerah
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kevangan Daerah

Pasal 4

(1] Bupati sclaku pemegang kekuasaon Pengelolann Keupngan Dacrah dan
mewakill Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kckayaan daerah vang
dipisahilan.

[2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana dimaksud
pada aval (1) mempunyai kewenangan;

a. Menyusun rancangan Perda lentang APBD, rancangan Perda lentang
perubiban APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD;

b. Mengajukan rancangian Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancanpgan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APED kepada DPRD untuk dibahas bersama;

¢, Menstapkan Perda tentang APBD, rancangan Ferda tentang perubahan
APBD, dan mancangan Perda tentang pertangrungiawaban pelaksaan
APBD yang telall mendapat persetujuan bersama DPRE;

d. Menetapkan kebijokan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e, Menigambil  tindakan tertentu  dalam  keadaan mendesak  terkair
pengelolaan Keuangan Daeralt vang sangat dibutuhkan aleh Daerah
dan/atau masyvarakat;

f. Menetapkan kebijakan penpelolaan APRD:

#: Menetapkan KPA;

h. Menetapkan Benduhara Penerimpan dan Bendahara Pengeluaran;

i, Menetapkan pejabut yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah
dan retribusi dacrals;

J. Menctapkan pejabat vang berfugas melakukan pengelolaan utarg dan
piutang dacrah;

k. Menelapkan pejabal yang bertugas melskukan pengujian atas Lagihan dan
memerintahkan pembavaran.

l. Menetapkan pejabial lainnva dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. Melaksanakan Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3] Dalam melaksanakan kekuasaan schagaimana dimaksud pada syat (1),
Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasasnriys yang
berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungiawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah Kepada
peiabat Perangkat Daerah.

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3] terdiri atas:
a. Sckretaris dasrah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Dagraly;
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. Kepula SKPED sclnku PPED; dan

c. Kepola SKPD selaku PA.
[5) Pelimpahan sebagan atau schuruh kekunsnan sebapaimana dimaksud pada

avat (3} didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan anlara yang
memerintahkan, menguji, dan menenima atau mengeluarkan uang.
[6) Pelimpahan kekuasnan sebagnimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan

dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5
(1) Bugpiati Selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
dalom kepemilikan keknyann daernh vung dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 avat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan
umum daerah atau pemegang saham pada perseroan dacrah.
(2) Ketentuan  mengenai  Bupat  selaku  wakil Pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daeral vang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dintur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kedua
Koordinator Fengelolaan Keuangan Dacrah

Pasal 6
11) Sekretaris  daerah  selaku  koordinator Pengelolaan Keuangan daerah
sebagaimana dimuksud pada Pasal 4 avat [4) hurul a mempunyai (ugas:
a, Koordinas! dalnm Pengelolaun Kevangan Dacrah;
b Konrdinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan
APBD, dan rancangan pertangeungiawaban pelaksanaan APBD;
c. Koordinast penviapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. Memberikan persetujuan peneesalan DPA SKPD,
e. Koordinast pelaksaan tugas [ainnya dibidang Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:dan

f. Menimpin TAPD.
(2) Dalam melaksanakan  wigasnyn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Koordinator Pengelolaan Kewangan Daerah bertanggungjawab Kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunysi tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Penpgelolaan Keuangan daerah;
b. Menyvusun rancangan Perda tentang APBD rancangan Perda (entang APBD,
dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
c. Melaksanakan pemungunan Pendapatan Daerzh yang telah diztur dalam
Perda;
d. Melaksanakan fungsi BUD;dan
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e. Melaksanakan tugas lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. ' _
(2] PPED dalam melaksanakan fungsinva selaku BUD secbagaimana dimaksud

pada avat (1) hurul d berwenang:
Menvusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

a
b. Mengesahkan DPA SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d

teknis pelaksapaan sistem penerimaan  dan

. Memberikan  petunjuk
pengeluaran kas umum daerah;
Melaksanakan pemungutan pajalk daerah;

Menetapkan SPD;
Menviapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pe R

Pemerintah Daerah,
h. Melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Menyvajikan informasi keuangan daerah; dan
Melakukan pencatatan darl pengesahan dalam hal penerimaan dan

Pengeluaran Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8
(1) PPED gelaku BUD mengusulkan pejabat di lingkurigan SKPKD kepada Bupati

untuk ditetapkan-sebagal Kuasa BUD.
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan

keputusari Bupati.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai tugas:
a. Menviapkan Anggaran Kas;
b. Menyiapkan SPD;

c. Menerbitkan SEP20D;
d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/alau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD,

f. Menyimpan uang daecrah;

g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi;

h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban
APBD;

i, Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;

J. Melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah: dan

k. Melakukan penagihan Piutang Daerah.

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangeung jawab kepada
PPKD selaku BUD,



Fiisal 9
Bupatl aras usulnn BUD daput menetapkan lebih dari (satu) Kuasa BUD di
lingkungan SKPRD dengan pertimbangun besaran jumiah uang vang dikelola,
beban kerga, lokasi, dan/atau rentang kendali, |

Bagian Keempat
Penggiina Anggaran

Pasal 10
(1) Kepala SKPD selnku PA mempunyai tugas:
n. Menyvusun RKA SKIPD:
b. Menyvusun DPA SKPD;
¢. Melakukan tindakan vang mengakibaikan pengeluaran atas Beban
anggaran belangn
. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
Melakukan pengujian alas tagihan dan memenniahkan pembayaran;
Melaksanakan pemungutan retribusi Daerah
Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran vang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKFD
vang dipimpinma;
Menyvusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinya;
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnya;
Menetapkan FPITR:dan PPRK SKPD;
. Menetapkan pejahat lainva dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
Melaksankan tugas lainya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

B oA oA

= .—?r‘r'-

n.

undangan.
(2) PA  bertangzung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada bupati melalui sekretanis
daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11
(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD
selaku KPA.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan /atau rentang kendal.
(3) Pelimpahan kewenangan scbagaimana dimaksdu pada ayat (1) ditetapkan

oleh Bupati atas usul Kepala SKPD, |
(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



a.Melakukan tindakan vyang mengakibatkan pengeluaran atas Beban
anggaran belanga;

b.Melaksanakan angearan Unit SKPD yang dipimpinnya;

e.Melnkukan pengujian atas tagilian dan memerintthkan pembayvaran;

d Mengondakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
angearin yvang telah ditetapkan;

c.Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. Mengawas: pelaksanann snggaran yang menjadi tanggungjawabnya;

g:Melaksanakan tugas KPA lainnya scsuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.,

(3) Dalam melaksankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat (4) KPA
bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 12
(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menctapkan pejabat pada SKPD/Unit
SKPD s=laku PPTH.
(2) FPTK sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan
wewernng PA/SKPA,
(3] Dalam melak=ankan tugas dan wewenang sebagzimana dimaksud pads ayat
(2}, PPTK beranggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

(11 Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, hesaran angearan Kegiatan, beban kerja,
lokasi, rentang kendall, dan/atau pertimbangan  objektl lainnya vang
knterianya ditetapkan Kepala Daerah,

{2) PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN vang
menduduki jabatan struktural sesuni dengan (ugas dan [ungsinya.

[3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki Jabatan struktural,
PA/KPA ddapal menelapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang
kntenanya ditetapkan Bupat.

Bagian ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan herja Perangkat Daerah

Pasal 14
(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (1) huruf | untuk melaksanakan fungsi tata usaha
 keuangan pada SKPD.
(2] PPK SKPFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang;
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aw.Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban SPP-UP, SPP-GU, SPP-

TU, dan SPP-LE beserta bukti kelengkapan yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

bD.Menyiapkan SPM;
¢.Melakukan verifikasi lnporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran:
d.Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. Menyusun laporan keuangan SKPD,
(3) PPK BKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak merangkap sebagai
pejabal dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerall, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau
PPTH.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

(1] Dalam hal PA meélimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena
perumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), PA
menclapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata wusaha
keuangan pada Unit SKPD,

{2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

8. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beseria bukti kelengkapan yang
digjukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembarnitu,

b.Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;dan

c. Melakukan verifiksi laporan pertanggungiawaban Bend
pembaniu dan bendahara Pengeluaran pembantu.

LS yang

ahara Penerimaan

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16
(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Angearan pendapatan pada SKPD
Aatas usul PPKD selaku BUD.

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki tugas
dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum
Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan
Daerah yang diterimanya.,



Pasal 17
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya -kepad:% HPJ\: Bupati
dapnt menelapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD
vong bersangkutan.
(2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pmfa ayal_ (1)
memiliki tugas don wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan Bupati,

Posal 18
{1) Kepaln SKPD atas usul Bendaharn Penerimaan dapat menﬂ_tap?:alf peEawai
yvang Dbertugas membantu Bendahara Penerimaan unluk meningkatkan
efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. .
(2} Pegnwai yang bertugas membanty Bendahara Penerimaan s:hagmmang
Pimaksud pada avat [1] melaksanakan lueas dan wewenang sesual dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD,

Pasal 19
(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan tugas kebendaharann dalam rangka pelaksanazan anggaran
belanja pada SKPD,

(2} Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
dan wewenang:

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, 8pp
TU, dan SPP LS:

b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU:;

¢, Melaksanakan pembayaran darl Up, GU, dan TU vang dikelolanya;

d. Menolak penntah bayar dar| PA yang tidak sesual dengan ketentuan
peratvrun perundang-undangan:

e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran:

. Membuat laperan pertanpeungjawaban secara administrative kepada PA
dan laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD secara
periodik; dan

g Memungut dan menyetor pajak sesuaj
perundang-undangan.

(3) Dalam hal PA melimpahkan kr:wcnangannya kepada KPA sehagaimana

dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2, Bupati atas usul PPKD
menetapkan bendahara Pengeluaran pembaniy.

(4) Bendahara Pengeluaran pembanty se
memiliki tugas wewenang:

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP Ls;

0. Merwerima dan menyimpan pelimpahan UP dar Bendahara pengelusran;
¢. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. Melaksanakan Pembayaran atas pelimpaban UP dan TU yang dikelolanya;

dengan ketentuan peraturan

bagaimana dimaksud pada ayat (3)



e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. Mencliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g, Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan;dan

h. Membuat laporan pertanggungjawaban secars ndministrative kepada KPA
dan laporan pertangoungjawab secara fungsional kepada Bendahara

Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20
(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penpeluaran dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan
efeklilitas pengelolaan Belanja Bacral,
(2) Pegawai yang bertugas membaniu Bendahara Pengelusran sebagairhana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditstapkan kepala SKPD.

Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan
jasa;

by, Bertindak sebagal penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan
Jas;

¢. Menyimpan uang pada suatu bank stauy lembaga keuangan lainya atas
narma pribadi baik secara langsung maupun ridak langsung.

Bagian Kesepuluh
TAPD
Pasa] 22
(1) Dalam proses penyusunan APBD, bupati dibantu eleh TAPD yang dipimpin
aleh sekretaris dacrah.
(2) TAPD sebagzimana dimaksud pada ayatl (1) terdiri atas pejabat Perencanaan
Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesun dengan kebutuhan.
[3) TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai tugas:
a. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Dacrah;
b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan racangan perubshan
KUA; | |
¢. Menyusus dan membahas rancangsn PPAS dan racangan perubahan
PPAS;
d. Melakukan verifikasi RKA SKPD;
Membahas rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD:
[. Membahas hasil  evaluasi APBD, perubzhan APBD, dan
pertanggungjawaban APED:
8 Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan raricangan perubshan
DPA SKPD;



h. Menyiapkan surat edaran Bupatl tentang pedoman penyusunan
REA:dan
i, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan instans! sesuni dengan kebutuhan,

BAB Il
ANGCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Bagian Kesalu
Umum
Pasal 23
(1) APBD disusun sesuai denpan kebuwwhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah vang menjadi kewenangan Daerah dan Kemampuan
Pendapalan Dacrah,
(2) APBD scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) disusun dengan mempedomani
KUA PPAS vang didlnsarkan gada RKPD,
(3} APBD mempunym fungsi olorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi,
(4] APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan Perda sesual dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Semua Pegnerimaan daecrah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.

(2) Penerimnan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pendapalan dacrah;dan
b. Penerimaan pembiayazn daerah.

(3) Pengeluaran Datrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Belanja Daerah; dan
b. Pengeluaran Peminayaan Daerah.

(4) Penerimaan daernh vang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) merupzkan rencana Penenimiaan daerah yang terikur secara
rasional yang dapat dicapal untuk setiap sumber Penerimaan daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeluaran Daergh yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan réncana Pengeluaran Daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Deaerah dalam jumlah yang
cukup.

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimeksud pada ayvat (3) harus
memiliki dasar hulaum yang melandasinya.

(7] Seluruh Penerimaan Daersh  dan  Pengeluaran  Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
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Pasnal 25
Satuan hitung clalam APBD adalah mata vang rupiah.

Pasal 26
APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa | (Eatu)
tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan nepara,

Bagian Kedua _
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

(1) APBD merupakan satu Kesatian yang terdin atas;

A. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
¢. Pembiayaiun daerah.

(2] APBD sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut
Urusan Pemerintahan dnerah dan organisasi vang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3] Klasifikasi APBD menurut Urnisan Pemerintahan daergh dan organisasi
sebagaimana dimaksud padn ayat (2] disesuaikan dengan kebutuhan daerah
berdasarkan ketentuan peratluran perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uarng melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
tdak periu dibayar kembali oléh Daerak dan penerimaan lainnya Vang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakuj sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 {satu) tahun
ANgearan.

(2] Belanja Daerah sebapaimana dimaksud dalam Passl 27 ayat (1} huruf b
melipuli semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya Yang scsuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) ahun
anggaran.

(3) Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (1) huruf ¢
meliputi semua  penerimaan yang perlu  dibayar kembali tlan fatay
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 29
Pendapatan Daerah dirinei menurut Urysan Pemerintahan daerah, organisasi,
Jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.



Pasal 30

Pendapatan Dacrah terdin atas;

a. pendapatan ash dacrah;

b. pendapatan Lransfer; dan

c. lan-liin Pendapatan Daerah yanp sal.

Pasal 31

(1) Pendupiatan asli Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurul a
miellputi:
a. pajak daerah;
b, retnbusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapaton asl daerah yang sah.

[2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi dueralt sebagnimana dimaksud pada
avat (1} huruf 2 dan hural b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak donerall dan
retnbusi daerals.

(3} Hasil pengelolann kekaynan daerah vang dipisahkan -sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) hurul ¢ merupakoan Penerimaan Daerah atas hasil penvertaan
modal daerali.

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah schagaimana dimaksud pada ayat
(1] harul o terdivi atas:

1

b,
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hasil penjualnn BMD yvang tidak dipisahkan;
hasil pemanfmtan BMD yang tidak dipisahkan;
hasil kerja sama daerah;

jdsa giro,

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga,

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan daerah;

penerimaan  komisi, polengan, atad  bentuk lain sebagai  akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk pencrimaan atau p::nt:rifnaan lain sebagai
akibat  penyimpanan  wang padd  bank, penerimaan dar hasil
pemanfaatan barang dacrah atau dari xegiatan lainhya merupakan
Pendapatan Daerah;

penenimaan keuntungan dan selisih nilay tukar rupiah terhadap mata
wang asing;

pendapintan denda alas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak dacrah;
pendapatan denda retribust daersh;

. pendaputan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembabian;
pendapatan dan BLUD;dan
pendapatan lalnnya sesual dengan keterituan peraturan perundang-

undangan,
20



Pusal 30

Pendapatan Daerah terdiri atns:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

€, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

[1] Pendapatan asli Daernh' sebagnimana dimaksud delam Pasal 30 huruf a

meliputi:

a. pajak daerah;

b.retribusi daerahy;

c. hiasil pengelolnan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebnguimana dimoksud pada
avat {1} hurul a dan hurul b meliputi pendapatan sesuai dengan Ketentuan
prraturan perundang-undangan yang merngatur mengenal pajak daerah dan
retribusi daeralh,

(3] Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan
modal daerah.

(4] Lain-lain pendapatan asli Daerith yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harafl ¢ terdicl alas:

a.
b.

c.

vig d gEaEt

=k B I - T

hasil penjualon BMD vang tidak dipisahkan;
hasil peminfodtan BMD yang tidak dipisahkan;
hasil kerjn sama daerah;

jasa gire;

hasil pengelolnan dana bergulir;

pendapatan bunga;
penerimann atas tuntutan ganti kerugian Keuangan daerah;

penerimaan  komisl, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
perjualan, tukar-merukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penenmaan atau penerimaan lain sebapai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupskan

Pendapatan Daeraly;
penerimaan ksuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing:

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;

pendapalan denda retribusi daerah;

. pendapaten hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dan BLUD;dan
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
= 20




Pasal 32
Pemerintah Dacrah dilarang:

a, melakukan pungutan atau yang dissbut nama lainnya yang dipersamakan
dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan

b. melakukan pungutan yeang menyebabkan ekonomi biaya  linggi,
menghambat  mobilitas  penduduk, lalu  lintas barang dan jasa antar
daerah, dan kegiatan ekspor/impor vang merupakan program strategis
nasianal.

Pasal 33

(1) Bupat! vang melakukan pungutan etau yang disebut nama lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hurul a dikenai sanksi administrative
tidak dibayarkan hak-hak keuangannva vang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan sclama 6 (enam| bulan,

(2) Bupali vang melakukan pungutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32
hurufl b dikenai sanksi administrative sesuni dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Pasal 34

(1] Peadapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurul b meliputi:
a. Transier Pemerintah Pusat; dan
b. Transier antar-daerah.

(2} Transfer Pemerintah Pusal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa
terdirm atas:

Dana perimbangan;

Dana insentif daerah;

Dana otenomi khusus;

Dana kelstimewaan; dan

Dana desa,

- MR-

(3) Transfer antar-daeral; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
alas:
a. Pendapatan bagi hasil; dan
b. Bantuan keuangan.

Pasal 35
(1) Dana perimbangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (2) hurula
terdiri atas:
a. Dana Transf{er Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.
(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
alas:

£1




| .

n., DAH; dan

e DAU. |
(3] Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri

atas:
a. DAK Fisik; dan
b, DAK Non Fisik,

Pasal 36 .
(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2] huruf a hersumber dary

n. Pojok: dan
b, Sumber dayva alam,
(2] DEH vang bersumber dan pajak sebagaimana dimaksu

Lercliri atas:
a. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan

d pada ayat (1) huruf a

perhutanan; | .
b Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 22 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Newserl dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan

¢, Cukai bagl hasid tembakay; sesual dengan Ketentuan peraturan
perundane-undangan.

(3] DBH vang bersumber dan sumber daya alam sebagmimana dimaksud pada
ayat (1) buruf b berasal dari:

. Penerimaan kehutanan yang berasal dan turan izin usaha pemanfaatan
hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisaszi yaneg dihasilkan dari
wilavah Daerah yang bersanpgkutan;

b. Penenmaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari
penenmaan luran (etap dan penesimaan iuran esplorasi dan juran
cksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

C. anrnmﬂﬁl'l Negara dan s_uml.w:r daya alam pertambangan minyak bumi
yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan:

d. ?ner‘lmaan Nf‘ga‘ra dari sumber daya alam pertambangan gas bumi vang

ihasitkan dari wilayah Daeralt vang bersangkutan;

e IF’:nmLcr:i:Htaan 2:& {ME;SH .:ul:j:ni, an:nzfﬁsmall-ldan pﬂnﬁ‘nmaan 5‘¢tur_a‘m bagian

. - - produtksi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersanghutan: dan
L :I?:.:Esiagﬂafl;:;m l:'::ﬂE berasal d_nri jlm._mgutan. penpgusaha perikanan
| . perikanan yang dihasilkan dari Wilayah daeral yang
bersangkutan,
—_— Pasal 37
pcmcr::ar::n:;:a:ﬁaf ;;i:;:mn APBN yang dialokasikan dengan  tujuian
Aeraton Bt gan anlar da:r:ah .!.mtuk. mendanai kebutuhan
rangka pelaksannan desentralisas; sesual dengan  ketentuan
peraturan ]]'L‘I“Lillﬂﬂng-undangan. '




Paxil 38
Dana Transler Khusus sebagadmana dimnksud dalam Pasal 35 ayat (1) hurul' b
bersumber dari APBN yang dinlokasiknn pada Daerah untuk m::mflanai Kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daernh yong ditectapkan oleh Pemerintah  Pusal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Dann insentil daerah sebagnimuna dimaksud dalam Pasal 34 ayat [2) hurafl b
bersumber darl APBN vang diilokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan
kriteria tertenty dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu,

Pusal 40
Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf <
dinlokusikan kepada Daeral yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan
Kelenluah peraturan perundang undangan.

Fasal 4]
Dana keistimewaan sebagsaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayar (2) huruf d

distlokasikan kepada Daerah istimewn sesual dengan  ketentuan peraturan
undang-undangan.

Pasal 42
l1) Dana desa sebngaimana dimaksud tialam Pasal 34 aval |2) hurul e bersumber
dari APRN vang diperuntukkan bagt Desa yang ditransfer melalu APBD
kabupaten/kotn  dan digunakan untuk membiayai penyelenpearaan

pemenntahian, pelaksanann pembangunan, pembinaan kema'sg-a_mkman_
dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Dann desa sebagaimana dimaksud Padi avat (1) diatur sesual

dengan
Peraturan Bupatj,

Pasal 43
Pengalokasian transler Pemerintah Pugat sebagaimana dimaksud d
ayat (1) hurul a dilaksanakan sesuai d
undangan,

alam Pasal 34
engan ketentuan peraturan perundang-

Pendapatan bagi hasil stbagaimana dimaksue dalam
merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan
kepada Daerah lain berdasarkan angka persenia
Ketentuan peraturan perundang-undangarn,

Pasal 34 ayat (3) huruf a
Daerah yang dialokasikan
S tertentu sesuai dengan

(1) Bantuan Keuanpan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) hurufl b
merupakan dana yang diterima dari Daernh lainnya baik dalam rangka kerja

$ama daerah, Pemerataan peningkatan kemampyan keuangan, dan/atau
lujuan terteniy lainnya,

23




(2) Bantuan  keunngan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
terdini atns
n. bantuan keuoangan dan Daerah provinsi; dan
b bantunn keunngan dan Dacrah kabupaten /kota.

Pasal 46
Lain-laint Pendapatan Dacrah vang sah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30
huruf ¢ meliputi:
A hibah;
dana:darurat: danfamu

c. lain-lain penduapatan sesuinn dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 47
Hibah sebagaimana dimnksud dalam Pasal 46 hurul a merupakan bantuan
berupa uang. barang. danfawmo jasa vang berasal dan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lnin, masyvarakar, dan badan usaha dalam negen atau luar
negent vang udak mengikal untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  sesuai  dengan
ketentuan peratyran perutidang-undanzan,

Pasal 48
Dana daniral sebagalmana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana
vang berasal dart APBN wvong dibertkan kepada Duergh pada tahnp pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak vang dinkibatkan: oleh bencana
yvang udak mampu duangeulangt oleh Daerah dengian menpgpunakan sumber
APBD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian
heempal
Belanja Daerah
Pasal 49
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daldm Pasal 27 Avat (1) hurul b
untuk mendanai  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yvang menjadi
kewenangan daerah.
(2) Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah Sebagaimana
dimaksud pada avat (1) terdiri atas Urusan Pemerimahan Wb dan Urusan

Pemerntahan Pllihan sesuail dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

(3) Urusan Pemerintahan Wajib scbagaimana dimaksudl pada ayat (2) terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelavanan Dasar.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksﬁd pada avat (2) sesuat
dengan potensi yang dimiliki Daerah.

1



(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dialokaslkan dengan
memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasur dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

(6] Belanin Dacrah untuk pendanaan Urusan Pemerintehan Wajib yang tidak
terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesum dengan kebutuhan
duerah,

|71 Belamja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan
sesual dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 50

(1) Belanjn Dacrah sebapnimana dimaksud dalam Pasal 49 ayal (5] berpedoman
pada standar hoarga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau
standar teknis sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Belanju Daernh sebagaimiana dimaksud dalam Pasal 49 ayat {5} dan ayal (7)
berpedomin padn standar harga satuan regional, analisis standar belanja,
dan/atau standar teknls sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Standar harga satian regiona) sebagmimana dimaksud pada ayvat {1) dan
aval [2) ditetapkan desgan Peraturan Bupall.

(4] Standar hargn  satuan regional sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dicunnkan  sebaga pedomnn  dalom menvusun  standar harga  satuan
padn masimgamasing SkPD

[5) Analisis stindar Belanin dan standar teknis sebagalmana dimaksud pada ayat
(11 don ayar (2] don stindar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

I16] Analisis standar belonja, standar harga satuan, dan/alng standar  teknis
sebagaimana dimaksud pada aval (5) digunakan untuk menvusun rencana
'I-:'r?rju can an gparan daliom penvusonmy raneanean Perdn lentang APBD.

(7] Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) dirinci
menurdl Urusan Pemerintalian dazsrah, organisasi, Program, Kegiaten, jenis,
ohyek, dan rincian obyek Belonga Dacrah,

Pasal 51
Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7)
disclaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan
menurut fungsi yang antara lain terdirl atas: '
a. pelayanan wumum,
b. ketertiban dan keamanan;
c. ekonomi;
d. perlindungan lingkungan hidup;
e. prrumahan dan fasilitas urmum;
. kezehatan:
£- panwisata;
k. pendidikan; dan
I, perlindungan sosial. 7
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Pasal 52

menurul organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

jn Doeral
Sl rdasarkan

(7) disesuaikan depgan susunan organisasi yang ditetapkan be
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
(1) Belanja Daecrah menurut Program dan Kegiatan sehagaimana lam
50 aynt (7] disesunikan  dengan  Urusan Pemerintzithan  provinst  dan
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peralturan pemndang_-ur::dangan. |
|2) Progtam dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayalt {l) nincanny=a paling
sedikit mencakups
a. largel dan Sasaran,
b. indikater capaian Keluarn; dan
c. indikator capaian Hasil. | N
(3] Nomenklatur Program dalam Belanja Dacrah serta indikator capaian Hasil dan
wdikator capaian Kelunrnn yang didasarkan padn prioritas nasional disusun
berdasarkan nomenklatur Peogram dan pedoman penentuan indikator Hasil
dan indikator Keluaran sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

dalam Pasal

Pasal 54

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdin atas:

a. belanjn operasi;
b. belanja modal;
¢. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(2] Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a merupakan
pengelunran angearan untuk hegiatan schari-han Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek,

[3) Belanja modal scbagaimena dimaksud pada ayvat (1) burul b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih darl 1 (satu) periode akuntansi,

(4) Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk  keperluan
darural  termasuk  keperluan mendesak yang tidak dapat  diprediksi
sebeluminya, |

(5) Belanja ransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl d merupakan
pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dan Pemerintah Dacrah kepada pemerintah desa.

Pasal 55
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
atas Jenis:
a. belanja pegawa;
b. belanja barang dan jasa; 26

(1) huruf a dirinci



c. belania bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
[. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayalt (1) hurul b dirinci
atas jeris belanpa modal.

(3) Belanjn tidak terdugn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf ¢
dirinei atas jenis belanja tidak terduga.

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d
dirinci atas jenis:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 56
(1) Belanja pepawal sebagalmann dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) hurufl a
digunakan untuk menganggarkan kempensasi yang ditetapkan sesuai dengan
keleriluan peraturan perundang-undangan,
|2) Kompensasi sebaeaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan kepada Kepala
Dacrah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawail ASN.
(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangearkan pada

belampn SKPD  bersangkutan  sesuai dengun  ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Pasal 57
(1) Femcrmlah Daeralh  dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawal ASN dengan memperhatikan kemampuan Keyangan Daerah dan

memperoleh persetujuan DPRD sesual  dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan:

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dibenkan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja
kelangkaan profesi, prestasi kerju, dan/alay pertimbarigan objelctif lainnya |

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pepawai ASN dacrah scbngﬂim:.ma
dimaksud poda ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati den
berpedoman pada Peraturan Pemerintah, e

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat [.’3.]. Kepala Dacrah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi
Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menter.

Pasal 58
{1} Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
hurul b digunakan untuk mengangearkan pengadaan barang/jasa yang nilaj
manfaainyn kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga,
(2] Penpadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
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Pasal 59
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf ¢ digunakan
untuk menpanggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban
pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal B0 |

(1} Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d
dipunakan agar harga jual preduksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usahn milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesual
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan schingea diapat
terjangkau oleh masyarakat.

(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada avat (1] merypakan badan yang menghasilkan
prodiuk atau jasa Pelavanan Dasar masyarakat.

(3) Badan usaha millk negara, BUMD, badan usaha miltk swasta, danfatau
badan hukum lain scbagaimana dimaksud pada ayat [2) yang akan
diberikan  subsidi terlehth dabulu dilakukan audit keuangan oleh kantor
aluntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil audit sebsgainana dimaksad pada aym (3] merupakan bahan
pertimbangan untuk membenkan subsidi

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana  dimaksud pada avar (1) waibd menvampaikan laporan
peranggungiawabarn penggunaan dana subsidh kepada Kepala Daerah,

(6) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai a1z cara pemberian  dan
pertanguungiavwaban subsid] diatur dalam Peraturan Bupau sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 61

(1} Belanja hibah scbagdimana dimaksud dalam Pasal 55 ayatr (1) hunuf ¢
dibenkan kepada Pemenntah Pusat, Pemenntah Daerah lainnva, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, vang secara spesifik telah
ditetapkan  peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak sccara terus menerus setiap tahun anggaran, kecunli ditentuksn lain
sesuni dengan ketentuan peraturan perundnng-undangan,

(2] Pemberian hibah schagaimana dimaksud pada avat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapalan Sasaran Program dan Kegiatan  Pemerintah Daerah
sesuai Repentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranva funpsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasvarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masvarakal.

(2) Belanja hillah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangearkan dalam APBD
sesual dengan kemampuan Kewangan Dacrah setelah memprioritaskan
pemenuban belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemeriniahan

Piliban, kecuali ditentukan lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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ol 62
(1) Belanjn bantnn sosinl - sebagmimana dimmksad  dalam Pasal 55 ayat (1)
harud © dieunakon untuk mengangearkon pemberion bantuan berupa uang
A/ ntim Barang, Kepada individu, keluanga, kelompok dan/atau masyarikat
viang sHistova tidak secirn teeus menerus dan selekf yang bertujuan untuk
melindungt dan kemangkinan terjndingn resiko sosiul, kecunli dalam kendaan
Pertenttr dipat BerKelagutting,

(N Keadaan tertentu dopat berkelomjutan seboapgaimana dimuksud pada ayat (1)
dinttikan Baliwa Dantian sosial dapid liberikan setinp tahun anggaran
sampai Penevmt bantuing telal Tepas dan pesten sosial.

(3 Belanin banan sosial sebagmimang dimoksod poada ayat (1) dinnggprkan
datam APBD  sesuai dengan kemampuan Kewangan  Daerah yetelah
memprietitiskan pemenuiym belanjn Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintnban Mihan, kecuahi  ditentukan lnin sesuni dengan
Ketestuam preratiran perundamng-andangan.

Paspl G

(11 Belanja modal sebagammmnn dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipunakan
pntuk menganeearkan peogelinran vang dilokukan dilam rangka pengadaan
sl ety dan aset Tt

(2] Pengwdiim aset tetap sebagaimaoe dimaksud . pada ayat (1} memenuhi
Kriteriag
g mempunvail masa manfoaat lebih dan 12 (dua belas) balan;
b, digunakan dalim Kegutan Pemerintabon Dacril; dan
e bats minimal kapitalisasi aset.

(3} Batas mininsal kapitali<as nser sebagnimana dimaksud pada ayat (2) hurul ¢
dintue dadaom Devituran Buapati.

(41 Aset retap sebpgaimana dimaksud podie avat (2) disnpearkan dalam belanja
modal sebesar hurgie bell atau Bngudn aset ditpmbah seluruh belanja yang
terkait denpan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap dipunakan:

Pasnl 64

Belunfa medal sebagaimana dimaksud dalom Pasal 55 ayat (2) meliputi:

e belanga  tannh,  disunnkan untuk menganggorkan  tanah yang  diperoleh
dengan  maksud  untuk  dipakai dolam Kegiatan operasional Pemerintah
Praerinh dony dalom kondisi sinp dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan
mesin mepcakup mesin dan kemdienan bermotor, nlat elektronik, inventaris
kantor, dun peralatan lainmya yvang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebit dan 12 [daa belas) bulan dan dalam kendisi siap pitkai;

¢. belanjn bungunan dan gedung, digunakan untuk meripanggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakni dalam kegiatan operasional Pemerintah Dacrah dan

dalam kondisi sinp dipakai;



d.belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan janngan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
Pemerintah Dacrah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Dacrah
dan dalam Kondisi siap tipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
meneakup asel tetap vang tidnk dopat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap stbagaimiana dimaksud pada huruf o sampal dengan huruf d, yang
diperalel dan dimanfuatkan untuk kegialan operasional Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai dan

{. belanjn aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset letap yang
tidak  digunakan  untuk  keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak
memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesual
dengan nilal tercalatoya.

Pasal 65

Belanja bagi hasil sebapaimana dimaksud dalam Pasal 55 avat (4] hurul 2

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pusgal 66

{1} Belanja bantunn keunngan schagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4
hurul b diberikan kepada Daerah lain dalam rmngka kerjon sama dacrah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya.

(2} Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada avar (1) dapat dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajlk dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
slokasi belanfa yang  diwajibkan oleh peraturon perundang-undangan,
kecualt  ditentukan lain sesusi dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.bantuan keuangnn antar-Daerah kabupaten/ kota:
b.bantuan Keunngan Dacrah kabupaten/kota ke Dnerah provinsinya dan/

atau Daerah provinst lainnya) dan/ atau
c.bantuan Keuangan Daerah provins atau kabupaten/kota kepada desa.

(4] Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umurm atau
khusus.

(51 Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan vang bersifal umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepade Pemerintah Daerah
penerima barntuen,

(6} Peruntukan bantuan kenangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan,

[7] Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(0) dapat mensyaratkan penvediaan dana pendamping dalam APBD atau

anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
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Pasal 67

(7) Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)
merupakan pengeluaran anggaran atss Beban APBD untuk keadaan darural
termasuk keperluan mendesak serta  pengembalan  atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Dacrah tahun-tahun sebelumnya.

12} Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pade ayal (1) tidak
mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya
serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan kas vang tersedia,
13] Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) Huruf a diformulasikan terleblh dahulu dalam Perubahan

DPA SKFPD.

Pasal 68

(1) Keadnan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) meliputh:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana soasial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengeangeu Kegiatan pelayanan
publik,
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) meliputi:
2. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
angearannya belum tersedia dalam tohun angzaran berjalan;

b. Belanja Dacrah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. Pengeluaran Dacrah yang berada diluar kendali Pamerintah  Dzerah dan
tidek dapat diprediksikon  sebelumnya, serta amanat peraturan
perundanpgundangan; dan/ atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya vang spabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

(3} Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2] ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun
berkenaan.

(1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam REKA SKPD, kecuali
untuk kebuluhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian
luar biasa,

(9] Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konfik sosial, dan/atau
kejadian  luar biasa sebagaimano dimaksud pada ayat (4) digunakan
sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemgelusran untuk mendanai keperluan mendesak yatig beium tersedia
anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD danfatau Perubahan DPA SKPD.



Pasal 67

(7} Belunjn tidak terduga sebagaimona dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)
merupakan pengelunrn angegaran atas Deban APBD untuk keadaan darurat
termasuk  keperluonn  mendesak  serta pengembalian atas kelebihan
pembaviunn wtas Penerimann Duerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanjn tidak terdugn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mencukup, mengeunakan:
a, dann dari hasil penjadwalan ulang eapaian Program dan Kegiatan lninnya
serla pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
b. memanfantkon kns yang tersedia,
(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
pady ayar (2) huraf o diformulasikan  terlebih dahulu dalam  Perubahan

DPA SKPD.

Pasal 68

{1) Keadaan darural sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) meliputi:

2. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
Liasa;

b. pelaksanaan operast pencarian dan pertelongan; dan/f atau

c. kerusakan sarans/prasarana vang dapat mengganggu kegialan pelayanan
publik.

(2] Keperfuan mendesak sebagaimana dimaksud dalam: pasal 67 ayat {1] meliputi:

a. kebutuhan dacvrah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belurm tersedia datam taliun angegaran berjalan;

b, Belanjn Dacrah vang beesifal mengikat dan belanja vang bersifat wagils;

c. Pengeluaran Daerah vang berada diluar kendali Pemerintah  Daesrah dan
tidak dapat diprediksikan  sebelumnya, serta amanat peraturan
perundanpundanian; dan/ atnu

d. Pengeluarnn Dacrah lannya yaneg apabile ditunda akan menimbulkan
kerugian vang lebih besar bagl Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan danurat dan keperluan mendesak sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun
berkenaan.

(4] Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat vang belum tersedia
angparannya, diformulasikan terlebih  dahulu dalam REA SKPD, kecuali
unfuk kebutihan tangeap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian
luar biasa.

(5) Belanjn untuk Kebutuban tanggap daruratl bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa sebagaimonn dimaksud  pada  ayat (4] digunakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangin.

(6) Pengeluaran umtuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannva dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RXA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKFD,
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Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragrafl 1
Umum

Pasal 69

(1) Pembiaynan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1] hurul ¢

(<)

(3]

(4]

(3}

(6]

terdiri atas:
A, penerimaan Pembiayaan; dan
b, pengeluaran Penibiavaan,
Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut
Urtiean Pemerintahan cdaerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obvek
Pembiavaan daerah.
Penenimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
bersumber dari:
a. SilLPA;
b. pencairan Dana Cadanpgan;
¢. hasil penjualan kekavaan daerah yvang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
¢. peperimian kembali Pemberinn Pinjfaman Daerah; dan/ atau
{. penerimaan Pembioyaan lainnva sesuai derpan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembavyaran cicilan pokok Utang yang jatub tempo:
B, penyertaan modal daerah;
¢. pembentikan Dana Cadangan;
d. Permnberian Pinjaman Dagrah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya  sesuaj dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan.
Pembiayaan neto merupakan  selisih  penedimaan Pembiayaan terhadap
pengeluaran Pembiavaan.
Pembiayaan netto sebapaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk
menulup defigit angzaran.

Paragral 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 70

SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat {3) huruf & bersumber dar:
a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

€. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Dacrah vang sah:

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;

¢. penghematan belanja;
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{ Ykewnjiban kepada pihak ketign sampai dengan akhir tahun belum

terselesitikan; dan/ntou - |
¢ sisa dann akibat ridak tercnpainys capalan target Kinerja dan sisa dana

pengeluaran Pembiayaon.
Pasal 71
a dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3)
kan pencairan Dana Cadangan dari
¢ Umum Dacrah dalam tahun

1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimnin
hirul b digunakan untuk menganggar

rekening Dana Codangan ke Rekening Ra

anggamn berkenann. .
2) Jumlalh Dana Cadangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan
jumlah yvang telah ditelapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana

Cadangan bersangkutan,

3) Pencairan Dana  Cadangan dalam ! (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan Pembiayaan APBD dalam

4) Dalam hal Duna Cadangan scbagmmana dim
digunakan sesuaj dengan peruntukannya, dana tersebut
dalam portvfolio yang memberikart hasil tetup dengan TisikK

5] Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan pertangpungjawaban APBD.

6) Penggunaan atas Dapa Codangan yang dicairkan dari rekening Dana
Cadangan ke Rekening Kas Umum Doerah sebagaimana dimalzsud pesdﬂ ayat
(1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan,
wecuali ditentukan lain sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-

tahun anggaran berkenaan.
aksud pada avat (1] belum
dapat ditempatkan

o rendiah.

undangan.
Pasal 72

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan schpgaimana dimaksud
dalam Pasul 69 ayat (3) hurul ¢ dilakuban sesuai denean ketentuan peraturan

perundangundangan
3 Penerimaan atas hasil penjualan kekavaan daerah sebogaimana dimaksud

pada ayat (1) dicatal berdasarkan bukt penerimaan yang sakh.

Pasal 73
1) Penerimaan Pinjaman Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3)
hurul didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun
anggaran berkenaan sesual dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan,
2) :':::;e:-nd;;:njaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
g, Pemmerintal Pusat;
b. Pemermtah Daerah lain;
¢. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e. masyarakat,
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Pusnd 74
Pemerimman Remboh Pembaecion Plajoman Daeenhi selsspsbimain elbaliand sl
Prisnt 60 ayal ©3) Dedrul e dlpponodaons antode soeogaiggne e penerimem ketabali
pimgaman yong, hbertoon Wepoada pubiole penerioe plefotnite sentiad et
Wetentonn peeatunin pervsdig - andangiin
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Fromal 77
) Daerah ehapent soedakokan presyerbnane okl sebaveategoniin ehispdesnnd il
Paasatl €9 goyrain ({A4) Boviensd Lo i Bon BBUIRTES abisnifonvionn Buaebonni crssibuin miihile v

2] Penyertaan vl Pemmeriitale Bvecal sebeabimamn dimiaksaid st gt (1)
dapnt dilaksanakon opedala paodobe yorse sknne deenabgan dulon ahan
angsgaran beckenmanl telnde elitetaplam shisbian Perdac g queegynrbiin
miedil daceab hersanpkotan

3) Perthr sebogsdmianie dinakisved gl spat (2) ditatageam sebelim greersetipoim
Leradmn aritaes Bupoti dan DPRO oS roneonggn Peeda tenang APTHTD.

41 Penyertann modal sobnpabmine disshsod padis ayist (1) elilaksanakon se s
denpan keteritUurl peralucon preedndang: cnnkangor.

Paxil 78

1] Pemenuhan penyectaan modal padh tahun sebelamnyn ke diterhiltknn
Perda tersendiri sepanjing jJuminh nnggaran peanyectann medal terseban tidok
melebibi jumlah penvertasn modal yane ieloh ditetaphan denpan Pl

menpenal penyertoan nadsl bersanglutan,
21 Dalam Ll Pemerintah Doerab akan mensmmboh jumibahy penyerthan rori il
melehihi jumlah penyertann modal ynog (elah ditelnplan - dengan Perdn
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mengenai penyertann modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
Perdn mengenal penyertaan modal yang bersangkutan  sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4] huruf ¢,
penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sorann daerah yang tidak dapal dibebankan dalam 1 [satu]
tahun anggaran.

2) Dann Cadompun sebagaimann dimaksud pada ayat {1} dapat dicunakan untuk
mendanai kebutuhan lainnya sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dan
penvisihan atas Penerimaan Dacrah kecuali dari:

a. DAK:

b. Pinjaman Daerah; dan

¢. Penerimaan liin vang pengzunaannyva dibatasi untuk pengeluaran terientu
berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan.

4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam
rekening tersendini dalam Rekening Kas Umum Dacrah.

50 Pembentukan Dana  Cadangan schagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

6] Perda sebapaimana dimaksud pada avat [3) diterapkan sebelum persetujuan
bersama antarn Bupati dan DPRE atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 80

1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf d digunakan untuk mengangearkan Pemberian Pinjaman Daerah yang
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD,
Badan usaha milik negdra, koperasi, dan/atau masvarakat.

2] Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
DPRI.

3) Persetujuan DPRD scbapgaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang
disepakati dalam KUA dan PPAS.

4) Kelentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) sampal dengan ayat {3) diatur dalam Peraturan
Bupsiti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat [4)
hurul ¢ digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragrafl 1
Umum

Pasal 82
1] Selisih antara anggaran Pendapatan Dacrah dengan anggaran Belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit AFBD.
2} Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaon Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang AFBD
vang pelaksanaannya sesual depgan ketentuan  peraturan perundang-

undangan. | | |
3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanal dari  penerimaan

Pernbiayaan Daerah vang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2
Surplus
Pasal 83

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
a. pembavaran cicilan pokok Utang yvang jituh tempo;

b. penvertaan modal Daerah;

¢. pembentukan Dana Cadangan,

d, Pemberian Pinjaman Daeralt, dan/fatau

e. pengeluaran Pembiavaan lainnya sesuai dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 84
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisl surplus APBD kepada Menteri dan
mentert yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
sctiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragral 3
Defisit

Pasal 85
1) Pemerintah Daerah diwajibkan melaporkan posisi defisit APBD kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggorakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 84
(1) Defisit APBD harus dapat ditutup dan Pembiayaan neto.
(2] Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan

dengan pengeluaran Pembiayaan.
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2)
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BAB IV
AN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

ENYUSUN
PER DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatnn
Prioritas Plafon Anggaran Sementara

dan Belanja Daerah dan

Pasal B7
in rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD

pedoman penyusunan APBD.

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Mtnlcriqsi:tclah berkoordinasi dengan menteri Yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pﬂmbangumlan nasional dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Rancangan KUA scbagaimana dimaksud pacda ayat (1) memuat!

kondisi ¢konomi makro dacrah;

asumsi penyusunan APBD;

kebijakan Fendapatan Dacrah;

kebijakan Belanja Daerah,

kehijakan Pembiayaan Daerah; dan

stratégl pencapaian,
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

tahapan;
menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
menentukan prioritas Program dan Kegialan untuk masing-masing urusan

Bupati menyus:
dengan mengncu pada

yang disinkrorikan  dengan priorilas dan program nasional yang tercantum

dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setap tahun; dan
menyusun capajan Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk

masing-masing Program dan Kegiatan,

Pasal 88
Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat mingeu
kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD,
Kesepakatan lerhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat ()] ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DFRD
paling lambat mingsu kedua bulan Agustus.
KUA dan PPAS yang lelah disepakall Bupati bersama DPRD  sebapaimana
dimaksud pada ayat (2] menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam
menyusun RKA SKPD.
Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebzgaimana
cimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 89

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menycpakati bersama rancangan KUA dan
rancangan PPAS secbngaimana dimaksud dalam Pusal 88 ayat (1), pn}:ng lan:a G
fenam] minggy sejpk  rancangan KUA dan rﬂﬂﬂﬂpgﬁlﬂ PPAS disampaikan
kepada DPRD, Bupall menyampaikan Bancangan Percda tentang APBD I}:epada
DPRD berdasarkan REPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Bupati, untuk dibnhns dan disctujui bersama antora Bupati dengan DFRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal G0
1] Kepintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4] huruf b dapat
dinnggarkan:
a. untuk 1 [satu) tahun anggaran; atau
b. lebily dan 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

2) hegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) hurul b harus
memenuhi kriteria paling sedikit:

a, Pekerjnan konstruksi awas pelaksanaan Kegialan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran vang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dan 12 (dua belas) bulan;atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurul sifatnya harus tetap
bertangsung piida pérgantian tahun angearan.

3 Penganggaran  Kegiatan Tahun Jamak sehbagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan atos perscttijuan bersama antara Kepaln Daerah dan DPRD.

4) Persetuiuan bersama sebagamana dimaksud pada ayat (3] ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

3) Perselujuan bersamn sebagaimana dimaksud pada ayat {3) paling sedikit
memuat;

&, noarmo Kegiatarn,

b. jangks wiktu pelaksanaan Keglatan;

¢. jumlah angporan; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

6] Jangka waklu penganggaran pelaksanaan [Kegiatan Tahun Jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf{ b tidak melampaui akhir tahun
masa jabatan Bupat: berakhir.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 91
1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayal (2) dan ayat (3).
2] RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun dengan
menggunakan pendekatan:
a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dacrah;



/

b. penganggaran terpadu; dan
¢. pengangearan berdasarkan Kinerja,

3) RKA SKPD sebnpnimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesual dengan
jadwal dan tahapan vang dintur dalom  Peraturin Menteri tentang pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tanun.

Pasnl 92
Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat
termasuk belanja untuk Keperlunn mendesak, kepala SKPD dapat menyusun
REA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimona dimaksud dalam Posal 88 ayat (2)
dan ayat (3).

Pasal 93

1} Pendekatnn Kerangka Pengelusran Jangka Menengah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2] hurul a dilaksanakan dengan menyusun
prakirann moju.

2} Prakiraan maju  sehopaimana  dimaksud  pacda avat (1} berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan vang direncanakan dalam
tmhun anggaran berikutnya dari tahun angearan yang direncanakan.

J) Pendekatan penganpgaran terpadu sebasaimana dimak<ud dalam Pasal 91
ayvat {2} huruf b dilakukan  denpan memadukan seluruh proses
perencanzan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan
dokumen rencana kérja dan angearan

4] Pendekatan pengangeamin  berdadarkan Kineria sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 91 ayat {2) huraf ¢ dilakukan dengan memperhatikan:

a. Keterkaillan antarn pendansan dengan Relusran vang dibarapkan dari
kegiatan,

b. Hasil dan manfaat vang dikarapkan; dan

c. elisiensi dalam pencapaian Hasi dan Keluaran.

Fasal 94

1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 avat (2) dan terciptanya
kesinambungan REA SKPD, kepala SKPD mengevaluas) hasil pelaksanaan
Program dan Kegiatan 2 (dua} tahun angearan sebelumnya sampal dengan
semester pertama tahun anggaran beralan.

2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai
Program dan  Kegintan yang belum dapat dilaksanakan atau  belum
dhiselesatkan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan alau disclesatkan pada
tahun yang direncanakan atau ! (satu) tahun berikutnya dari tahun yang:
direncanakan.

3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kega vang ditetapkan, kebutuhan dananya harus

diangearkan pada whun yang direncanakan.
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Pasal 05

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarka Kinerja sebapaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2] huruf ¢

berpedoman picda:
a. indikator Kinerja;

1)

2)

4)

3)

6]

2)

3)

b, tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
¢. standar harga satuan;

d. rencana kebutuhan BMD, dan

e. Standar Pelayanan Minimal.

Indikator Kinerja sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil,

Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
ukuran prestasl kerja vang akan dicapai dan keadaan semula dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, Kuantitas, efisiensi, dan afektivitas
pelaksanaan dan setiap Program dan Keglatan,

Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buraf b merupakan
Hasil vang diharapkan dari suatu Program atau Eeluaran yang diharapkan
dan suatu Kegmmlan vang akan atau telah dicapal sehubungan dengan
penggunaan angearan dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,

Analisis standar belamja sebapaimana dimaksud poada ayat (1) hurul b
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya vang digunakan
unluk melaksanakan sualu Kegiatan.

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat huraf ¢ mempakan
harga saluan barang dan jasa yang ditctapkan dengan keputusan Kepala
Daerah dengan mempertimbangkan  standar  horga  satuan  regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat {4).

Standar Pelavanan Minimal scbagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf e
merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan muwy
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib vang berhak
diperoleh setiap warga ricgara sceara miinimal.

Pasal 96
RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yeng direncanakan serta
prakiraan maju untuk tahun benkutnya.
Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek,
RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi
mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan,
dan Kinerja yang akan dicapai dan Program dan Kegiatan.

Nl: ]



Pasal 97

1} Rencann pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) memuat
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan
rincian obvek Pendapatan Docrah.

2| Rencana pendapatan sebagnimana dimaksud pada ayat (1| diterima oleh
SKPD sesuai denpan tugas dan (ungsinya serta ditetapkan sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3] Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 96 ayat (1) dirinci atas
Urusan Pemenniahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompek
belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian
obyek belanmja.

4) Rencana Pembinyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) memuat
kelompok:

u, Penznmaan Pembiayaan vang dapat digunakan ontuk menutup defisit
APBD, dan

b. pengeiuaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut Jenis, obyek, dan
rincian obyvek Permbiayaan,

3} Urusan Pemerintahan daerah sebugaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayal (3}

memuat Urusaq Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan
dan fungsi SKPD.

g&ij? hs]f::jgmmana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) memuat nama

7] Kinerja yang hendak dicapai schagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat
(3] .terdiri dan indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja

B) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat {3] memuat '.namu

Iimgmm yang akan dilaksanakan SKPD dalam Eatian unggﬂfﬂn berkenaan

9] i:.ngfatan sehagaimana dimaksud dolamn Pasal 95 ayat (3] mcmuf-t:.rnﬁ;rn'

Kegiatan yang akan dilaksanaknn SKPD dalam tahun anggaran hE:I'kEhnEI_ﬂﬂ )

wgas
6]

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai 1ata cara penyusunan REA SKPD dlatur dalam

Pemn..lran Bupatli mengenal Pengelolaan Keuangan Daerah vang diletapk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar ' e

~ Bagian Ketipa
Penylapan Rancangan Peratura

n Daerah T
Anggaran Pendapatan d i

an Belanja Daerah

— Pasal 49

) :hlﬁ. SKPD yang tslah disusun oleh kepala SKPD
alam Pasal 91 ayat (1) disampaik '
diverifikasi, . e

2] Verifikasi sebagaimana di
3 dimaksud pada ayat (1) dilakuk
meneiazh kesesualan antara RKA SKPD dengan: S

sebagaitnana dimaksud
D melalui PPKD umuk

a1



a. KUA dan PPAS;
b, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
¢. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian Kinerja;
e, indikator Kinerja
{. analisis standar belanja;
g. standar harga satuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD;
L. standar Pelayanan Minimal:
J- proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

3) Balam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 100

1] PPED menvusun rancangan Perda tentang APED dan dokumen pendukung

berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

2] Rancangan Perda tenwang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a.ringkasan APBD vang diklasilikas; menurut  kelompok dan
pendapatan, belanja, dan Pembiayvaan;

b. ringkasan APBD misnurit Urusan Fis

¢. mincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,

Regiatan, kelompok, jenis nendapatan, belania, dan Pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja dan  kesesuaian l

daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan:

I. dafiar jumlah pegawai per

golongan dan per jabatan:
g daftar Piutang Daerah; '

m. daftar Pinjaman Daerah.
3] Dokumen pendukun
keuangan dan renca
4] Rancangan Peratu

jenis

merintzhan daerah dan Organisasi;
Frogram,

menurut Urusan Pemerintahan



b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamal penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 101
Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun eleh PPKD disampaikan
kepada Bupati,

BABV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahaean Rancangan Pératuran Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 102
1) Bupati wajib menpajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan
dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (¢nam puluh) hari
sebelum 1 (satg) bulan tahun engearan  berakhir untuk mempéroleh
perselujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada avat (1] dikenai  sanksi adminisiratil  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 103
1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupal dan
DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS,

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh

Pasal 104
1] Bupati dan DPRD wajib menyetujuli  hersama rancangan Perda tentang
APBD paling lambat | {satu] bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun,

g3



2) Berdasarkan persetujunn bersama sebagamana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menyiapkan rancangnn Peraturan Bupati wentang penjabaran APBD.

3) DPRD dan Bupati vang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang
APBD dalam ! (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
sebagaimana dimaksud pada aval (1) dikenal sanksi administratifl sesuai
dengan Kelentuan peraturan peruntdang-undangan.

4) Dalam  hal keterlambotan  penetapan APBD  karenan Bupati  terlambat
menvampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayal (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 105

1] Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam
wakmi 60 {enam puluh)] hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang
APBD oleh Bupatl kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan
Bupan tzntang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnyn.

2} Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
avat [1] diprioritaskan untuk belanja vang bersifat mengikat dan belanja vang
bersifat wajib,

3] Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan
pada APBD; dan/atau

b. keadaan darurat termasuk Keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 106
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 avat (2) memuat lampiran yvang terdiri atas: "

a. ringkasan APBD;

b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek:

c. ningkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi:

d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daeral, organisasi, Program,
Keglatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan
Penibiayaan;

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan
daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

[. rekapitulasi Belanja Daerah uniluk keselarasan dan keterpaduan Urusan

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

daltar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

. daftar Piutang Daerah;

=



i. daltar penyertaan modal dacrah dan investasi daerah lainnya;
j. dalar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
k. daftar perkiraan pennambahan dan pengurangan asel lain-lain;
.  daftar Kepiatan lahun angegaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
mt. dafltar Dana Cadangan,
n. daltar Pinjaman Dacrah;
o. daltar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
p. daftar nama pencrima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 107

1] Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat
(2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh
pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2) Untuk memperoleh pengesahan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1),
rancangan Peraturan Bupati tentarig APBD beserla lampirannya disampaikan
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda
tentang APBD,

J) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil
Pemerintahl Pusal tidak meéngesahkan rancangan Peraturan Bupat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Fasal 108
1) Dalam hal penetapan APED mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan
pengeluaran setiap bulan paling tinggl sebesar seperdua belas jumlah
pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
2) Pengeluaran sctiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibatasi
hanya untuk mendanal keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 109
l) Rancangan Perda tentang APBD yvang telah disetujui bersama antara Bupati
dan DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari
sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD,



?) Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD sebagaimana dimaksud pada gyat (1) disertal dengan RKPD, KUA, dan
PPAS, dan RPIMD vang disepakati antara Bupati dan DPRD.

3) Hasil evalunsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang tidak
sesuai depgan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tingsgt,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD
melakukar penvempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil

evaluasi ditlerima

Pasal 110

1] Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayal
(31 dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran,

2] Hasil penyemipurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.

3] Kepulusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dijadikan
dasar penetapan Perda tentang APBD.

4) heputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaporkan
pada sidang paripurna berikutnya.

5) Keputusan pimpinan DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan
tersebul diletapkan,

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Pasal 111

1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati
lentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala
Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD,.

2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambal tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

J) Kepala Daerah menyampaikan Perda teritang APBD dan Peraturan Bupat
tentang penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintali Pusal
paling lambat 7 (tujuh) hari setzlah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.

4} Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan
Perda tentang APBD dan Peraturan Bupali tentang penjabaran APBD.
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BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu

Urnum
Pasnl 112

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Dacrah yang dikeiela olch BUD.
Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah sebagaimana dimaksud pada
avat (1} sesuni denpgan ketentuan peroturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan
dan pepgesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut,

Pasal 113
PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau
badan vang menerima  atau menguasai vang/Keknyaan daecrabh wajb
menvelengearakan penatausahasn sesuai dengan  kelenluan peraturan
perundang-undangan, |
Pejabat yang menandarangani danjatan mengesahkan ‘dokumen yang
berkaitan  denpgan surat bukti yvang meniadi dasar penerimaan  atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD ULettatppung jawal terhadap kebenaran
material dan akibat vang timbul dan pengpunaan surat bukt dimaksud.,
Kebenaran material sebagaimana  ditnaksud pada  ayat (2] merupakan
kebendran atas pengeunaan angparan dan Hasil yang dicnpaﬁi atas Deban
APBD sesuai dengan kewenangan pejabat vang bersangkutan,

Pasal 114

dupall dan perangkat docrah dilarang melukukan pungutan selain vang diawur
dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuaj dengan ketentuan peraturan
perundang-untlangan. |

Pasal 115

Fenerimaan perangkat daerah yvang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat

dipergunakan langsung untuk pengelusran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unda ngan. |

Pasal 116

1] Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia. |

2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

3) Bupali dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban
APBD untuk tujuan lain dari yan g telah ditetapkan dalam APBD.

FR



Pasal 117
t) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabal yang diberi wewenang menandatangini SPD;
pejabat vang diberi wewennng menandatangani SPM;
pejabat yang diberi wewenang mengesahkan sural pertangpungiawaban;
. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
Bendaharn Peperimaan pernbantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
dan
g- Pejabal lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebapaimana dimaksud pada
ayal (1} dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

baa SRL T = " L B =

Bagian Kedun
Pelaksanaan dan Penatausahann
Kas Umum Daerah

Pasal 118
l) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selalku BUD membuka
Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum vang sehat,
2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan oleh Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2] Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam
perjanjian antara BUD dengan bank umum yvang bersanghkutan,

Pasal 119
) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah,
BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
bank yang ditetnpkan oleh Bupati.

2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (1] digunakan untuk
menampung Penerimaan Dacral setiap hari.

J) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai  rekening  bersalde nihil  yang  seluruh penerimaannya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sckali
sehari pada akhir hari.

4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat
dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

o) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

6] Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan danfatau rekening
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan
atas perintah BUD.,

el



Pasal 120
1) Bupati dapat memberi {zin kepada kepala SKPD untuk membuks rekening
penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank
Wmum.
2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening

pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah pada bank
umum untuk menampung UP.

Pasal 121
Pemenntah Doerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan
lainnya atas dana vang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga

dar/atau jasa giro yang berlaku sesuni dengan ketentuan peraluran perundang-
utidangan,

Hasal 122

Biaya vang timbul schubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan vang berlaku pada bank vang bersangkutan dan
sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Pasal 123

| Dalam rangka manajermen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan
dan/fatay melakukan investasi jaripka pendek atas vang milik Daerah yvang
sementara  belum  digunakan  sepanjang  tidak mengganpeyu  likuiditas
Keuangan Daerah, wigas dacenh, din kualitas pelavanan publik.

2] Deposito dan/atay investasi jangka pendek sebagaimany dimaksud pada
{1l harus dizetor ke Rekening Kas
Desember,

avat
Umum Daerah paling lambat per 31

Baginn Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Angearan
Satuan Kerja Perangkatl Daerah

Pasal 124

1) PPKD  memberitahukan  kepada kepala SKPD agar memyusun dan
menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 2 (tiga) hari setelah
Peraturan Bupali tentang penjabaran APBD ditetapkan.

2) Rancangan BPA SKPD scbagaimana dimalksyud pada ayvat (1) memual Sasaran
yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, angearan vang disediskan
untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan
dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirnkan,

3) Kepala SKPD menyeralikan rancangan DPA SKPD vang telah disusun kepada
PPKD paling lambat 6 (enam} hari setelah pemberitahuan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan,

Pasal 125

1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala

SKPD yang bersangkutan.
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2) Verilikasi atas rancangan DPA SKI'D scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

distlesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD,

) Berdasarkan hasil verifikasi sebogaimana dimaksud pada syat (I), PPKD
mengesabkan  rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan perselujuan
sckretaris dacrah.

41 Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai

dengan Peraturan Bupati lentang penjabaran APBD, SKBD melakukan
penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan
perserajuan sekretiris daernh.

91 DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayatl {3) dan
ayat (4) disampaikan kepala SKPD vang bersangkulan kepada satuan Kerja
vang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tangeal disahkan.

0} DPA SKPD sebapnimana dimaksud pada avat (3) dan aval (4] digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA,

Bagian Keempat
Angearan Kas dan SPD

Pasal 126

1] PPRD selalow BUD' menyusun Anggaran, Kas Pemerintah Daerah untuk
mengatur ketersedinan dana dalam mendanai pengeluaran sesual dengan
rencana penarikan dana yang tercantim dalam DPA SKPD,

2] Anggaran Kas schagaimana dimaksud pada ayat
kas masuk vang bersumber dan penermmimn dan
yang digunakan untuk mendanai

(1} memuat perkiraan arus
perkirnan arus kas keluar
Pengeluaran Daerah dalam seliap periode.

Pasal 127
1] Dalam rangka manajemen

mempertimbangkan:
& Anggaran Kas Pemerintah Daerah:

b. ketersedizan dana di Kas Umum Daerah: dan

¢. penjadwalan pembayiaran pelaksanaan ONggaran yang tercantum dalam
DPA SKPD,

xas, PPKD menerbitkan SPD dengan

2) SPD scbagaimana dimaksud pada ayal (

1) disiapkan oleh Kuasa BUD unmuk
ditandatangani oleh PPKD,

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pendapatan Daerah

Pasal 128

1} Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekeming
Kas Umum Daerah paling lambat dalam wakiu 1 (saru) hari,
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2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangknu dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
objektf lainnya, penyetoran penerimann sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dapat melebili | [satu) hari yang diatur dalam Peratiran Bupati.

J) Setinp penerimaan harus didukung oleh bukt vang lengkap dan sah atas
scloran.

4) Bukti scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen
clektronik.

J) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 129

1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat [5) dilakukan secara tunai dan/atay nontunai.

2] Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diangzap setelah Kuasa
BUD menerima nota kredit atau dekumen lain vang dipersamakan.

J) Bendohara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharpa
yang dalam penguasaannya:
a. lehih dan 1 (satu) harl, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 ayat 12); dan/atau

b. atas nama pribadi.

Pasal 1230
1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tangzung jawabnya.
2) Bendahara  Peaerimaan  pada BSKPD wajib  menvampaikan laporan

pertanggungjawaban penenmaan kepada PA melalui PPK SKPD palirlg lambat
tanggal 10 bulan benkutnva,

3) Bendahara Penerimaan pada SKPD  wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tangeal 10
bulan bertkutnya.

4) PPKD  melakukan  wverifikasi, evaluasi, dan  analisis atas laporan

pertanggungjawaban penenimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
rangka rekonsiliasi penenimaan.

Pasal 131
1) Pengembalian atas kelebihan pinjaman daerah yang sifatnva berulang dan
terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
2) Penperibalian atas kelebihan Penerimaan Daerall yvang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan,
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3] Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerali yang sifatnya tidak

berulang  yang terjadi  pada tahun sebelumnya  dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam _
Peliksanaan dan Penatausanhaan Belanja Daerah

Pasal 132

1} Pengeluaran kas yang mengakibalkan Beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
lembaran daerah.

2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda lentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
lembaran dnerah.

3) Pengeluaran kas sebagaimann dimaksud pada ayal (2) tidak termasuk

pengelvaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 133

1] Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPX SKPD
berdasarkan SPD ntau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2} Pengajuan SPP kepadn KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan
lokasi, disampaikan Bendahars Pengeluaran pembantu melaldi PPK Unit
SKPD berdasarkan SPpD atau dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD,

3] Pengajuan SPp kepada KPA berdasarkan perumbangan besaran 'angga:an
Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalyi PPK

SKPD berdasarkan SPD mtau dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.
4] SPP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPP UP;

b. SPP GU;
¢. SPPTU; dan
d, SPP LS.
9] SPP stbagaimana dimaksue pada a
a. SPPTU: dan
. SPP LS.

yal (2} dan ayat (3] terdiri atas:

Pasal 134

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Up tilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP,

2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP QU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka mengpanti UP.

3] Ketentuan lehih lanjut menge

nai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayal (2) dite

lapkan dengan keputusan Bupali.



4) Pengajuan 8PP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan

melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan
dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 135
1} Bendohara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan

SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan vang bersifat mendesak dan tidak
dapat menggunakan SPP LS dan/atau SEP UP/GU.

2] Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan wakru penggunaannya.

J) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah,

4) Ketentuan batas waku penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} dikecualikan unk:

A Kegiatan vang pelaksanaannva melebihi ) {satu) bulan; dan/ atau
I Regiatan vang me

ngalami perubahan jadwal dan yang telah ditetapkan
sebelumnya akibat peristiva di luar xendali PA/KPA.
5] Pengajuan SPP TU sebag

dimana dimaksud pada avat (1) dilampiri dengan
daftar nncian rene

ana penggunaan dana.

Pasal 136
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk pembavaran:
a. gaj dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa:
¢. kepada pihak ketiga
perundang-undangan,
) Pengajuan dokumen SP LS untuk
sebagaimana dimaksud pada

dan

lainnva sesuaj dengan ketentuan peraturan

2

£

ayat (1] huruf b dapat juga dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal

PA melimpahkan scbagian
kewenangannya kepada KPA.

Pasal 137
I} Pengajuan dokumen SPP LS untuk pe

mbavaran pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayvar (1) huruf b oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambart 3
{tiga) han sejak diterimanya tagihan dan pthak ketiga melalui PPTK.
2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaraizan  yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 138

1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayal
(1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan
SPM UP,

2] Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
avat |2), PA mmg&jukan-pengguntian UP yang telah digunakan kepada Kuasa
BUD dengan menerbitkan SPM GU.

3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksid dalam Pasal 135 ayat

(1, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD denpan
menerbitkan SPM TU,

Pisal 139
1} Berdasarkan SPPLS vang dizjukan oleh Bendahara Fengeluaran/ Bendshara

Pengeluaran pembanit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2,
PPKSKPD/PPR Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

a. kebenaran material surat bukti mengennl hak pihak penagih;
b. kelenzkapan dokumen vang menjad) persyvaratan/sehubungan dengan
tkatan/pérjanjian pengadaan barang/jasa; dan
¢. ketersediaan dana vane bersangkutan,
2| Berdasarkan hasil verifilzasi sebagamana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA
memerintahkan pembavaran utas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS8
kepada Kuasa BUD,

3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhl syarat, PAJKPA tdak menerbitkan
SPAM LS.

4] PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi udak

memenuhi svarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 [satu]
har terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal |40
1] kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang ditenmea dari PA/ICPA
vang ditujukan kepada bank opernsional mitra kerjanva,
2) Penerbitan 8P2D scbagatmana dimaksud pada ayat (1] paling lama 2 (dua)
han sejak SPM diterima,
J] Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
BULD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat
Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
b. menguji kebendran perhitungan tagihan atas Beban APBD vang tercantum
dalam perintah pembavaran;
c. mengup ketersediaan dana Kegiatan vang bersangkutan; dan
d. memerintahkan pencairan dana sebagail dasar Pengeluaran Daerah.
4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
2. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA fKPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebur melampaui pagu.

Kuasa
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5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayar (4) paling lambat 1 (satu] hari terhitung sejak
diterimunya SPM.

Pasal 141
1) Bendahara Pengeluaran/Bendshara Fengeluaran pembantll melaksanakan
pombayaran setelnh:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran vang diterliitkan oleh PA/KPA
beserta bukii transaksinya;
L. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dekumen
pembayarnn; dan
¢. menguji ketersedinnn dana yang bersangkutan.
4] Bendabara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib  menolak

melakukan pembayarmn dan PA/KPA apabiln’ persyaratan sebagaimana
dimaodesued pacla nyar (1) ddak dipenuhi,

d) Bendohara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu  Lertanggung
jawab secara pribadi atas pembavaran yang dilaksanakannya.

Pasal 142
Bendohara Pengeluaran/Bendahars Pengeluaran pembantu sebagal wab pungut
Pajak Penghasilan (PPh)  dan pajak Jainnya wajib  menyelorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum
MNegara,

Pasal 143
PAJKPA dilarang menerbitkan SPM vang membebani tabhun anggaron berkenaan
setelah tahun angearan berakhir,

Pasal 144
I} Bendahara Penzeluaran secara administratif wajib mempertanggungawabkan

pengguniaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnva.

<] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib
mempertangeungjawablkan secara fungsional atas penpelolaan uang yang
menjadi tanggang  jawabnva  dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPRD selaku BUD paling lambat
tangeal 10 bulan berlkutnya.

3) Keteptuan  batas  waktu penerbitan  sural  pengesahan  laporan
pertanggunglawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian
laporan pertangeungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati,

4] Penyampaian pertanggungiawaben  Bendahara  Penpelunran/ Bendahara
Pengtluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayatl
(2] dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban
pengeluaran olech PAJKPA.
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. gawaban pads ekhir 1ahun angearan,
pertanggungiawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan pﬁ]ing
lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh
Pclaks.anaan dan Penatausahaan
Fembiayaan Daerah

Pasal 145

t) Pelaksannan dan penatausahaan penerimaan dan pengeliaraan Pembiayaan
Daerah dilakukan dleh kepaly SKPKD.

2] Penenimnan dan pengelusrann Pembiavaan Daerah Sebagaimana dimaksudl
pada avat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daernh,

3] Dalam hal penerimann dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimann
dimaksud pada avat {2) sesusi dengan kelentuan peraturan perundang-
undangin tidak dilakokan melalui Rekening Kos Umum Daerah, BUD

melakukan  pencatatan  dan pengesabin  penenmazn dan penpeluaran
Pembiavaan Daerah terschut.

Pasal 146
Keadaan vang menyebabkan SiLPA whun sebelumnya digunakan dalom tahun
angearan berjalan untuk:

4. menutupl defisit oneeiran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daeroh vang belum teresdia ANREArANNYa;

€. membayvar bunga dan pokek Utane d/in/atau obhigasi daerah yanp melampani
arggaran yang tersedia mendabuln perubshan APBD:

d. melunasi kewajiban bunga tiin pokak Utane:

e. mendanai kenalkan gaji dan tunpangan Pegawal ASN akibut adnnya keldjakan
Pemernintuh;

[, mendanai Program dan Kepinlan vang belum tersedia anpenrannyva; dan/atau

g. mendanai Keglatan vang capaian Sasaran Kinerjanyn ditingkatkan dorl yang
telah ditetapkan dalam DPA SKPD tashun anggaran berjalan, vang dapat
diselesajkan sampai dengan batas akhir penyelesaian pemibayaran dalam
tahun anggaran berjalan.

Pasal 147
1) Pemindahbukuan dari rekeming Dana Cadangan ke Rekeriing Kas Umuin
Daerah dilakukan berdasarkan rencans penprunaan Dana Cadangan sesuai

penuntukannya.
2] Permindahbukuan dari rekening Dana Cadanpan ke Rekening Kas Umum

Daergh sebapaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan setelah jumlah Dana
Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana
Cadangan yang bersangkutan mencukup.
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3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah
pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada
tahun anggaran Berkenaan sesual dengan yang ditetapkan dengan Perda
tentang pembentukan Dana Cadangan.

4] Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekeming kas Umum
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan suraul
perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 148
1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun
angearan berkenaan sesuail dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda
tentang pembentukan Dana Cadangan,
2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipindahbukukan dari
Rekeniing Kag Umum Daerall ke rekening Dana Cadangan.
3| Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPRD.

Pasal 1149
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiavaan, Kuasa BUD berkewajiban

urituk:

a: Menchu kelenghkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepula
SKPKI,;

B. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang lercantum

dalam perintab pembavaran;

Menguji ketersediaan diana vang bersanpgkutan; dan

d. Menclak pencairan dana, apabila perintah pembaviran atas pengeluaran
Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yvang ditetapkan,

o

BAB VI
LAPORAN REALISAS! SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesau
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Pasal 150
I) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan
progrosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya.
2| Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan kepada DPRD
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan,
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Bagian Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 151
1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150 menjadi dasar perubahan APBD. 1
2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapst dilakukan
apabila terjadi;

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
organisnsi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan
antar jenis belanja;

. keadaan yang menyebabkian SiLPA tahun angearan sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadnandarurat; din/atay

€. keadaan luar biasa,

Bagman Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 152
1] Perkembangan yang lidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 ayat {2) hurufa dapstl berupa terjadinya;
a: pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Pazrah;
b. pelampauan atau tidak tercalisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
¢. perubshan sumber dan pengpunaar Pembiayvaan daerah.

2] Kepala Daerah mien formulasikan perkemban AN Yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rEncangan
perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

3] Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana  dimaksud ditetapkan
sebelumnya.

4] Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai penjelasan;:
a. Program dan Kegiatan yang dapal diuvsulkan untulk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa wakiy
AFED tahun anggaran berjalan;

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

C.capaian Basaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
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Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 133
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar Program, antar Kegiatan, don antar jenis belanja, antar obyek belanja,
dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pasal 154
1} Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,
antar kegatan, dan antar jenis belanja sebagaimann dimaksud dalam Pasal

153 dilakukan melzlui perubahan Perdn tentang APBD,
2} Pergeseran anpgaran antar obvek belanja danjatau antar rincian obyek

belanjn  scbagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 152 dilakukan melalui

perubahan Peraturan Bupati lentang Perijabaran APBD.

3] Pergeseran anggaran amtar obyck belanja ddlam jenis belanjn dan antar
mncian obvek belanja dalam obyvek belagjn scbugaimana dimaksud pada ayat

[2) ditetnpkan oleh Bupati.

4] Pergeseran angoaran sebapaimana dimaksud pada avat (1) dan ayvat (2)

diformulasikan dalam Perubahan DPA SHPD

5) Perubahan Peraturan Bupnati tentang  penjabiiran APRBD  sebaganimana
dimaksud pada avat (2) selanjutnya ditvangkan dalam rancangan Perda

tentang perubahan APBD s ditamptange dalam laporan realisasi angearan.

6) Perubahan Peraturan  Bupat| tenitang  pemabaran APBD  sebagaimana

dimaksud pada avat (5) ditampure dilam luporan realisasi angegaran apabila:
a. Tidak melakukan perubahon APBD: atoy
b. Pergeseran dilabkukan-setelah ditetapkannyva Perda tentang perubahan APBD.

7) Ketentunn lebih fanjutl mengenar tata cam pergeseran argearan dintur dalam

Peraturan Bupati,

Bagan Kelima
Pengeunsan Sisa Lebih Perhitungan Angearan Tahun Sebelumnya Dalam
Perubahan Anggaran Pendapintan dan Belanja Daernh

Pasal 155
Penggunaan SiLPA  tahun sebelumnyi  untuk  pendanaan pengeluara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 avat (2) huruf ¢ diformulasjkan terlebi
dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Bagian Keenam
Pendanaan Kendaan Darurat

Pasal 156

1
h

1) Pemeriritah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan

durumr_; yvang belum tersedia anggarannya se¢bagaimana dimaksud dala
Pasal 68 ayat (2) dalam rancangan perubihan APBD.

m
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2} Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadonn dorurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahian APBD atau dalam hal
Pemerintah Dacrah tidak melukukan perubahan APBD maka pengeluarmn
tersebut disnmpaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 157

I) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kall dalam | [satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (2) hurul e,

<] headaan luar biesa sebagiimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kendaan ving menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari S0% (lima
puluh persen).

3) Retentuan mengenai  perubahan APBD  akibat  keadaan luar  biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dupati.

Pasal 158
1) Dalam hal keadaan luar bigsa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami kenaikan lebih dari S0% (llma puluh persen) sébagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 nyat (2) dapat dilakukan penambalian Kegiatan

baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran kinerja Program dan Kegiatan
dalam tahun anggaran berkenaan.,

2] Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami penurunan lebib dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Paszl 157 ayat (2) dapat dilakukan penjacwalan ulang
dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 159

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 ayat [2) disampaikan kepada DPRD paling lambat
minggu pertama bulan Agustus dalam tahun angearan berkenaan.

2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan peérubahan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi periibahan
KUA dan perubahan PPAS paling lambar minggu kecua bulan Agustus dalam
tahun anggaran berkenaan.



Pasal 160 ‘
1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati EL?]JH!H bersama
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) menjadi pedoman

perangkat dacrah dalam menyusun RKA SKPD. | | |
2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan kepada perangkat dacrah disertai dengan:
a, Program dan Repiatan baru;
b. kriteria DPA SKPD vang dapat diubnh;
c. batas wakiu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/alau
d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD,
format RRA SKPD, analisis standar Dbelanja, standar h-_argﬂ satuan dan
perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
3) Penvampaian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan paling lambat
mingeu ketiga bulan Apustus tahun angearan berkenaan,

Pasal 161
1) Kepnla SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubaban KUA dan
perubahin PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 avat (2).
2} RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD
sebagal bahan penyusunan rancangan Perda tentang peruibahan APBD.

Pasal 162
Ketemituan mengenai tata cara peryusunan REKA SKPD sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 81 sampai dengan Pasal 98 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD,

Pasal 163

1) DPA SKPD yang dapat ditbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat
{2} huruf b berupa peningkatan aau pengurangan capaian Sasaran Kinerja
Program dan Keglatan dari yang telah ditetapkan semula.

2| Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan
Regiatan sebagaimana  dimaksud pada ayal (1) difermulasikan dalam
perubahan DPA SKPD,

3) Perubahan DPA SKPD mesmuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayvaan baik sebelum
dilakukan perubahan maupun serslah perubahan,

Pasal 164
I} RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubiahan DPA
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun
alch SKPD disampaikan kepada TAPD melalui FPKD untluk diverifikasi.
2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan oleh TAPR untuk

menclaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
& perubahan KUA dan perubahan PPAS:

b. prakiraan maju vang telah disetujus;



¢. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian Kinerja;
e. indikator Kinerja;
. analisis standar belanja;
g. standar harga satuan;
h, perencanaan kebutuhan BMD:
1. Standar Pelavanan Minimal! dan

). Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdapat
ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurmnaan,

Pasal 165
1) PPED menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD vang telah
disermpurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang perubaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1] memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

A.mingkasan APBD vang diklasilikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan Pembiavaan:

nngkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi)

nncian AFBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program,

Kegintan, kelompak, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiavaan;

d.rekapitulasi  Belanja Daerah  dan  Kesesunian  menurut Urtisan

Pemenntahan daerah, organisasi, Program. dan Kegiatan;

- rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemenntahan daerall dan lungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
Negari,

{. daltar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g daltar Piutang Daerah;

n. daltar penyertaan modal daerah dan investasi dasrah lainnya;

i

J

2)

b.
.

. dalar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

. daftar perkiraan penambzahan dan penguranpan aset lain-lain;
.daltar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan:

I. daltar Dana Cadangan daeral; dan

m, dafltar Pinjaman Daerah.

3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl alas nota
keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBD.

4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri
alas;

. ringkasan penjabaran perubahan APBD vang dildasifikasi menurut jenis,
objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dat Pembiayaan:



b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan;

¢. daltar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

d. daltar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 166
Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 167
Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam

rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan
September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 168
l) Pembahasan rancangan Perda tentang perubaban APBD dilaksanakan oleh
Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda lentang
perubahan APED beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

2] Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada
perubshan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS,

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 169

1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilukukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebeslum
tahun anggaran berkenaan berakhir.

2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidesk mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Perda tentang perubahan APBD Kepala Dacrah melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD lahun anggaran berkenaan.

3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya.



Bagian Kescbelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah

Pasal 170

l) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama
antara Bupali dan DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi
paling lambat 3 (ga) hari terhitung sejak tanggal perselujuan rancangan
Perda tentang perubahan APBD .

2} Rancangan Perdn tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati
lentang penjabaran perubahan APBD schagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS dan
RPRJIMD yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

3) Hasil evaluasi sebapaimana dimaksuc pada ayat (1) atas rancangan Perda
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
Perubahan APBD yang ridak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebil; tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPIMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuk) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima

Pasal 171

1} Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat
(3) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melaluj
badan anggaran.

2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD,

3] Kepulusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
dasar penetapan Perda lentang perubahan APRD.

4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilaporkan
pada sidang paripurna berikutnya,

) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada gubernur untuk perubahan APBRD paling lambat 3 (tiga)
hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.



BAB VI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 172

1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

2)

t)

2)

3)

1)

2]

3)

b. SAPD: dan

c. BAS unttk Dacrali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan,

Pasal 173

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
172 ayat (1) hurufl a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangari dan
kebyakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memual penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi
sebagal panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebyjakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur

definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan
transalksi sesudi dengan SAP.

Fasal 174
SAPD sebagazimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) hurufl B, memuat
pilihan  presedur dan  teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi

transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan
neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputl:

2. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

¢. meraca;

d. laparan operasienal;

¢. laporan arus kas;

I. laporan perubahan ekuitas: dan

g. catatan atas laporan keuangan.

SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD
dan sistem akuntansi SKPD.



Pasal 175

1] BAS untuk Daersh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) hurul ¢
merupakan pedoman bagi Pemerintah Dacrah dalam melakukan kodefikasi
akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara
lengkap.

2) BAS untuk Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan sccara nasional yang
selaras dan terkonsolidast antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Dacrah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan angparan dan laporan
keuangan.

3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diselaraskan dengan

bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 176
1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan
penynjian laporan kewangan Pemerintahh Daerah oleh entitas pelaporan
sebagar hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas
akuntansi,
2] Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entltas akuntansi paling sedikit

meliputi:
&. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;

¢. laporan operasional,
d. laporan perubahan ekuitas; dan
¢. catatan atas laporan keuangan.
3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 {dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pasal 177

I) Laporan keuangan Pemerintzh Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal
174 ayat (2] disusun dan disajikan cleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai
cntitas pelaporan untuk disampalkan kepada Bupati dalam rangka
memenuhi pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi angegaran;
b. faporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca,

d, laporan operasional;



e. laporan arus Kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
3) Laporan keuangan Pemerintah Doerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan Bupati melalui sekretaris deerah paling lambat 3 (tiga] bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 178

1} Laporan keuangan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud dalam Fa'sall
177 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemerilcsaan.

2} Laporan keuvangan Pemernintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan
selelah tahun anggaran berakhir,

3] Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diselesaikan selambat-lambatnva 2
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

4] Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampalkan laporan hasil
pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan
dan Pemerintah Daerah, rancangan Perda lentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 179
Bupati memberikan tangpapan dan melakukan penyesuaian terhadap laparan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan
Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3],

Pasal 180
1) Delam rangka memenuhi kewajiban penyampaian  informasi keuvangan
daerah, PA menyusun dan menvajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan
semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

2} Dalam rangka memenuhi Kewajiban  penyampaian informasi keuangan
daersh, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan
semesteran untuk  disampaikan kepada Menteri dan menteri  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 181

1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tenlang pertanggungawaban

2)

3)

pelanksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja
dan laporan keuangan BUMD paling lambal 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bupati bersama DPRD
untuk mendapal persetujuan bersama.

Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambal 7 (tujuh) bulan sctelah tahun anggaran berakhir.

4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati

1

2)

3)

menyiapkan  rancangan  Peraturan  Bupati tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

FPasal 182
Rancangan Perda tentang pertangeungiawaban pelaksanaan APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur
paling lambat 3 (tiga) han terhitung sejak tanggal persstujuan rancangan
Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD,

Pasal 183

Dalam hal dalam waktu 1 [satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda
tentiang pertangegungjawaban pelaksanaan APBD dan Bupati, DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda
lentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan
menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
AFBD,

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1] ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat,

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Peraturan Bupali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujult) hari terhitung sejak
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatuy
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 184

I} Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan
kekayaan daerah wajibh mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan selurulinya dan tepat waktu,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat
dilakukan melalui perdamaian, keeuall mengenal Piutang Daerah yvang cara
penyelesaiannya sesuai dengan kstentuan peraturan perundang-undangan,

| Pasal 185

Eu@g Dacrah dapat dihapuskan secarn mutlak atau bersyarat dari pembukuan
sEsuaj c?eng;an ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penghapusan piutang Daerali, kecuali mengenai Piutang Daerﬂﬁ yang

cara penyelesalannya dilakukan sesuai deripan kete:
L nlua "
undangan. & n peraturan perundang-

) Pasal 186
clentuan  lebih  lanjut mengenai 1 '
. Penyelesaian Pitang Daerah «
mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 };:%

(4) dan penghapusan Prutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

diatur dalam Perda sesuaj dengan ketentuan peraturan Perundang-unda
1 ngan.

| Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 187

| ukan investasi
sosial, dan/atau manfaat lainnya,

Pemerintah. Daerah dapat melak

manfaat ekonomj, dalam rangka mempergleh

Ketentuan lebih lan;
dimaksud dalam Pasal 187 diatur dalam



Bagian Ketiga
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 189
1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuni dengan kelentuan
peraturan perindang-undangan,

2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Dacrah
dibebankan pada anggearan Belanja Dacrahy

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 190
1} Pemerintah Dasrah dapar membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelavanan  kepada masyarakat sesuai dengan  keténtuan  peraturan
perundang-undanpun,
2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan feksibilitas

BLUD dalam Peraturan Bupatl yang dilaksarakan oleh pejabat pengelols
BLUD, |

d] Pejabot pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (2) bBertanggung
jawab atas peloksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian

Regiatan pelayanan umum terutama pada aspck manfaat dan pelayanan yang
chihasilkan,

Pasal 19]
Pelavanan kepada masvarakat sebapaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1)
meliputi:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum:
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan
kepada masyarakat; danfatau

¢. pengelolaan  wilayah/kawasan  tertentu unwuk  tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakal atau lavanan umum,

Pasal 192

1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) BLUD merupakan kekaynan daerah vang tidak dipisahkan vang dikelola
untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan scsuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan,

3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

4} Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

70



Pasal 193
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknils BLUD
dilakukan olch kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan
yang bersangkutan.

Pasal 194 |
1} Selurub pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
pelanja BLUD yang bersangkutan.

2) Pendapatan BLUD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatarf
vang diperoleh dan aktivitas peningkatan kualjtas pelayanan BLUD sesuai
kebuluhan.

Pasal 195
Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan rencana kerja dan
anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAM

Pasal 196

Sctiap kerugisn Keuangan Dacrah yang discbabkan oleh tindakan me

langear
hulkum atau kelalajan Seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 197
al ASN bukan bendahara, alan pejabat lain yang

anggar hukum atau melalaikan xewajibannya, baik
Sung merugikan Daeralh wajib mengeanti ke

1) Setiap Lendahara, Pegaw
karena perbudtannya mel
langsung atau tidak lang

rugian
dimaksud. -

3) Tata cara penggantian lkerugian daerah sebagaimana dimaksud

© pada ayat {1)
sesual dengan ketentuan peraturan pﬂrundang*un:langan.

BAB X1
INFORMAS! KEUANGAN DAERAH

Pasal 198



2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat informagi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan
keuangan.

3) Informasi keuangan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk:

mmembantu Bupati dalam  menyusun anggaran daerah dan laporan
Peneelolnan Keuangan Daerah;

b.membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Dacrak;

¢. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Dacrah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan
menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,

BAB X1V
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasnl 199

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan
oleh Bupati bagi perangkat daerah.

Pasal 200
1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan dalam bentuk
fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan,
2] Pengawasan scebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan dalam
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk

pengawasan lainmya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 201

Pembi.na.an dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal
200 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



Pasal 202
1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem
pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dacrah.
2) Penyelenggaraan sistem pengendalian intermal sebagaimana dimaksud pada
avat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203
1) Peribinaan dan perigawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK
dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan
pengevaluasian.
2| Supetvisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk
membiayal Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
sesuai dengan prionitas daerah termasuk Urusan Pemerintahan lertentu
vang diatur dalam peératuran perundang-undangan,

b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk
membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
terutama untuk penvediaan pelavanan public zesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan; dan

¢. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk
membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus vang menjadi
kewenangan daeralh dan sesusai dengan priontas nasional pada tahun
angegaran berkenaan.

3) KRetentuan mengenai tata cara pelaksansan supervisi, pemantauan, dan

pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati

Pasal 204

1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daernh.

2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi
danfatau kapasitas Pemerintalh Daerah,

3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem  pemerintahan  berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling
sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah:
b. penyusunan rencana kerja SKPD;

C. PENYUSUNAN anggaran;

d. pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah:

{. akuntansi dan pelaporan; dan

E. pengadaan barang dan jasa,



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Pada saat Peraturan daerah Kabupaten Lebong ini mular berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Llebong Nemor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 206

Peraturan pelaksanaan dar Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13
Tahiun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan

masit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini,

Pasal 207
Peraturan daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020
7 Pjs. BUPATI LEBDHﬂ,f

Diundangkan di Tubei /‘f

HERWAN ANTONI
pada tanggal 3 November 2020

ARIS DAERAH
BONG,

e/

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 8
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Pada seat Peraturan daerah Kabupaten Lebong ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Leho

ng Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Kevangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 206

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keusngan Daerah dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 207

Peraturan daerah ini mulai berlaku parla tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Daerah int dengan Penempatannya da

pengundangan Peraturan
1

an Lembaran Daerah Kaby paten Lebong,

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

S ARIS DAERAH
BONG,
o
H. MUSTARANI
LEMBARAN DAE



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Padn saat Peraturan daernh Kabupaten Lebong ini mulai berlaku, Peraturan
Darrah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok

Pengelolann Kevnangan Daerah, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 206

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13
Tahun 2010 entang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidek bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini,

Fasal 207

Peraturan daerah) ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap oran
Daerah ini den

£an penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Lebong,

Ditetapkan di Tubei
pada Tangpal

Pjs. BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

Diundangkan di Tubei
pada langgal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. HERWAN ANTONI

Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR g

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH |
. CABUPATEN LEBONG
BENGKULU (8/58/2020), PROVINSI

Salinan sesuaj dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ot —

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001

g mengetahuinya, memerintehkan pengundangan Peraturan

3 November 2020



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Terbitnva  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Daernh vang menpgantikan Undang-Undang Nemor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam
perkembangan  Pemerintnhian Daerah  dalam  rangka  menjawab
permasalahan  vang terjadi pada Pemernntahan Daerah, Perubahan
kebijakan Pemerintalian Daerah vang dintur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daérah telah memberikan dampak
ving cukup besar bagi berbapal peraturan peryndanpg-undangan yvang
mengatur mengenal PFemerintahan Dacrah, termasuk pengaturan mengenai
Pengelolaan  Reuangan Dacrah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 menggantikan PP Nomor
38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan
kerangka hukum baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,

Selin mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan  Daerah, dan PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pengeloladn  Keuangan Daerah, pengaturan  menpenai Pengelolaan
Keuangan Dacrah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, vaitu Undang:Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharnan Nepara, Undang-Undang Nomar 15 tahun
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangeung J
Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004
Pembangunan Nasional, Oleh

tentang
2004 tentang
awab Keuangan Negara, dan
lentang  Sistem Perencanaan

karena ity, Peraturan daeral [Perda)
Kabupaten Lebong ini disusun untuk menyempurnakan Perda Nomor 13

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang
sebelumnya disusun berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005. Berdasarkan
identifikasi masalah yang tenadi selama ini dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan Juga perubahan PP lentang Pengelolaan Keuangan Daerah di
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atas, dan uniuk menjaga pilar utama transparansi, akuntabilitas, dan
partisipatif, maka Perda Kabupalen Lebong Namor 13 Tahun 2010 tenteng
Pokok-Pokok Penpelolaan Keuangan Dacrah  direvisi dan disempurnakan
sesum aturan terbarw.

Berdasarkan uraian penjelasan di alas, maka Peraturan daerah
Rabupaten Lebong tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini
mencakup pengaturan  mengenai  perencanaan dan  penganggaran,
pelaksanasn dan  penatausahaan, dan pertanggungjawaban  keuangan
Dacrah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penpangearan

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerinlahan Daerah
Kabupaten Lebong menspunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini
lebih mengaeser penekanan penganggaran dan yang berfokus kepada
pos belanja/pengetuaran pada Kinerja terukur dan sktivitas dan Program
kerja. Terdapamya wlak ukur dalam pendekatan ini  akan
mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam melakukan
pengukuran Kinerfa dalam pencapaian tujuan dan  sasaran pelayanan
publik. Karakteristik dan pendekatan ini adalah proses wuntuk
mengklarifikasikan  angearan  berdasarkan Kegiatan dan  jupa
berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam
Kegiatan akan memudahkan pihak  vang berkepentingan untuk
melakukan pengukuran Kinerja denpan cara terlebili dahbuly membuat
indikator yang relevan.

Peraturan daerah ini menentukan proses penyvusunan APBD, dimulai
dan pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan
RRA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan
dasar untuk membual rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan
rancangan Peraturan Bupali yang telah disusun oleh Bupati Kabupaten
Lebong kemudian diajukan kepada DPRD Kabupaten Lebong untuk
dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan
rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian disjukan kepada
gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi, Hasil
evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Peraturan
Bupati sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar
olch Bupati untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang



APBD dan rancangan Peraturan Bupau menjadi Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.
Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA,
namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di
Pemerintahan Daeroh lebibh fokus pada jumlah wang yang dikeluarkan
dibandingkan Keluaran foutpur) dan Hasil {outcome) yang akan dicapal.
Padahal pengangearan pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran
fautput) dan Hasil (outcome) dan Kegiatan. Hal ini terjadi akibat
kurangnya informasi tentang Keluaran foutput) dan Hasil foutcome) dalam
dokumen penganggaran yang ada. Oleh karera itu, Peraturan daerah ini
menyvempurnakan pengaturan mengenal dokumen penganpgaran, vaitu
adanya unsur Kinerju dalam sctiap dokumen  penganggaran yang
diharapkan mampu meningkatkan kualitas  penganggaran  berbosis
kinerjo serta mewwjudkan  sinkronisasi antara perencanaan  dan
pengangenran yang selama ini masih belum tercapai,
b. Pelaksanaan dan Penatausatiann
Proses pelaksanaan anggaran merupnkan proses yang terikat dengan
banynk  peroturan perundonigoundangan . vang juga  sudals banyak
mengalami  perubahan, maka Peraturan  daeral ini disusun dalam
rangka melakukan penvesuaian dengan perkembangan vang terjadi,
Proses pelaksanann dan penatausahaan dalam prakiikavi jugs harus
memperhitungkan Kinerga vang sudah ditetapkan dalam APBED, Proses
ini’' harus sejalan dengan indiknwor Kinerji vang sud
dokumen AFBD. Dengan demikian

ah disepakat dalam
o NESATEN Yang direncanakan bisa
sejalan sebagalmana mestinya dan Jumbah kesalahan dalam proses
pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisiy,

Peraturan daerah ini Juga mempertepas fungsi verifikasi dalam SKPD,

schingga pelimpahan kewenangun penerbitan SPM kepada SKPD  atau

Unit SKPD vang merupakan wijud dari pelimpahan tangeung jawab
pelaksanaan anpgaran belanja dapat sesuai dengan lujuan aw
penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD,

Peraturan daerah

al yajty

inl juga mengembalikan tugas dan wewenang
pemegang kas dan juru Bayar vyang sebagian
fungsinya banvak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
[PPTK}. Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak
yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga

bendahara  sebagai

17



menjadi  fokus Peraturan daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk

mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah
serta memngkatkan kontral internal Pemerintah Dacrah,

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan
koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan lsporan keuangan
berbasis akmal. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus
mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis
akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daersh
schingga dukungan dan Keérja sama dan berbagai pihak di Pemenntahan
Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis
akuntasi akrual.

¢. Perlanggungjawaban Keuangan Daerah

Perlanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam  bentuk
l/aporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari
peoguatan  transparans: dan akuntabilitas.  Terkail  dengan
pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan
kKeuangan yang harus dibuat oleh Pemerintali Daerah Kabupaten Lebong
yaitu, laporan realisasl anggaran, neruca, laporan  operasional, laporan

perubahian saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan
anus kas, dan catatan atas laporan keuangan,

Penambahan jumlah laporan keuaripan vang harus dibuat oleh
Pemerintah Dagrah merupakan dampak dan penptunaan akuntansi
verbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan

tantangan tersendin bagl setiap Pemerintah Daerah karena akan ada
banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerali salih satunya
vaitu sumber dava manusia.
Selain berbentuk laporan keuangan, perianggungiawaban Keuangan
Dacrah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini,
masyarakal bisa melihal sejauh mana Kinerja Pemerintalh Daeralinya,
Selain 1tu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dan
proses  perencanaan hingga pertanggungiawaban yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Melalui laporan ini Pemerintah
Dacrah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses
penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
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pertanggungjawaban Keuangen Dacrah yang dialur dalam Peraturan
daerah, Pemerintah Dacranh Kabupaten Lebong mampu menciptakan

sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan
kebutuhan dengan telap menaali peraturan perundang-undangan yang

lebib tingil sertih meninjou sistem tersebul secnra lerus meneris dengin
tujuan mewljudkan Pengelelann Keuangan Dacrah yang secara tertib,
efisien, chkonomis, efekilf, transpardn, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikin rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,

serta taat pada ketentuan peraturnn perundang-undangan,

I. PASAL DEMI PASAL

Pazal 1

Cukup jelzs,

Pasal 2

Cukup jelas,

Pasal 3

Aval (1)

Yang dimaksud dengan “tertit™ adalah Keuangan Daerah dikelola
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buki
admunistrasi yang dapatdipertin peungiawsbkan.
Yang dimaksiul dengan "efisien” adalah pencapaian Keluaran yang
maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan
terenidah umuk mencapai Keluaran tertenuu.
Yang dimaksud dengan “ckonomis® adalah perolehan masukan
dengan kualitas dan kuantitas lerientl pada tingkat harga van
lerendah. o
Yang dimaksud dengan "efektil” adalah peneapaian Hasil Program
dengan Sasaran van i

_ 3 £ telah ditetapkan, yainy dengan cara
membandingkan Keluaran dengan Hasil,

Y e '

ang dimaksud dengan transparan” adalah prinsip keterbukaan
yang  memungkinkan  masyarakat untuk  mengetahui  dan
mendapatkan gkses informasi selugs-
Daeraly,

luasnya lentang Keuangan

Ya ] ! 2|
k ng”d:maka-ud dengan "bertanggung jawaly adalah perwujudan
ewajiban sesearang atau satuan kerja untuk
me lawabi

mpertanggungiawabican Pengelolaan dan pengendalian sumber
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daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang felah ditetapkan,

Yang dimaksud dengan "keadilan® adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaannyn.

Yang dimaksud dengnn “Kepatutan® adalah tindakan atau suatu
sikap vang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “manfaat untuk masyarskat” adalah
Keunngan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat.

Yong dimaksud dengan “laal pada ketentuan peraturan
perundang-undangan” adatah Pengelalaan Kevangan Daeral harus

sesual dengan ketentuan peraturan perundaneundangan.

Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (i
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Avat [4)
Hurufl a
¥ang dimaksud dengan “koordinator" adalah terkait dengan
peran dan fungsi Sekretaris daerah membantu  Kepala
Daerah dalam menvusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenganraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk
Pengelolann Keuangan Daerah,
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat [5)
Cukup jelas,



Ayal ()
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Paszal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Avat (1]
Cukup jelas.
Avat (2)
Hurul a
Cukup jelas.
Hurl b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huraf d
Cukup jelas:
Hurul ¢
Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat dipisahkan
dar: kewenanpun SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Hurul T
Cukup jelas,
Hurul g
Cukup jelas.
Hurul h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukugp jelas,
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2]

B1



Cukup jelas.
Ayat {3)
Hurf n
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelos.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelos.
Hueal f
Cukup jelis,

Hurual i

Cukup jelas,
Huruf h

Cukup jelns.
Huruf i

Yirg dimaksud dengan “meloksanakan Pemberian Pinjaman

Dacrah atas nama Pemeriniah Daeral® adalah hanva terkait

cksekusi  Pembenan

Pemberian Pinjnman Daerah

Hurul |
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelps,
Avat (4),
Cukup jelas,
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Hurula
Cukup jelas,

Mnjaman  Daeraky

bukan kebijakan
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Huruf b
Cukup jclas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurul d
Cukup jelas,

Hurul e
Cukup jeias.

Hurmf {
Cukup jelas,

FHuruf g
Cukup jelas.

Hurul h
Cukup jelas.

Hurul
Yang dimaksud dengan “menpelola Utang dan  Piutang
Dacrah  yang mepjadi  tanggune  jawab  SKPD VANg
dipimpinnya” adalah sebagai akibat vang ditimbulkan dari
prlaksanaan DPFA SKPD.

Huruf )
Cukup jelas,

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Hurul m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas,
Pasal |1
Ayal (1)

Yang dimalksud dengan *Unit SKPD-

: lermasuk unit pelaksana
teknis daerah.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayot (4)
Cukup jelas,
Aval (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Avat (1)
Yang dimnksud  dengan  "PA/ KPA  dalam  melaksanakan
hegiatin menctapkon pejabal pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK®
adalah PA/KPA menctupkan PPTK melalui usulan atasan
lnngsung pejabat yang bersangkutan.
Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “membantu tugas” adalah tugas yang
ditsntukan  oleh  PA/ KPA  dalam rangka melaksanakan
tindakan  yang mengakibatkan pengeluaran atas
anggaran belanja vang melaksapnnkan anggaran SKPD yang
dipimpinnya, vaitu:
#. mengendalikan pelaksanaan Keglatan:
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
C. menyiapkan dokumen dalam rangkn pelaksanaan danggaran
alas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
d. melaksanakan kegiatan pengadaan  barang/jasa sesuai
denpan  ketertuan peraturan p-erundang—undang,an yang
mengatur pengacdaan barang/jasn,
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas,
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
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Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas,

Pasal 18

Cultipjelas.

Pasal 19

Cukup jelns.

Pasal 20

Cukup jelas,

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cithup jelas

Pasal 23

Avat (1)

Cukup jelas,
Aval (2)

Cukup jelas,
Ayar {3}
Yang dimaksud dengan “fungs: otorisasi” adalah angoaran daerah
menjodl dasar umuk melaksanakan pendapatan don belanja pada
tahiun berkenann,
Yang dimaksud dengan ‘Tungsi perencainann® adalah anggaran
dacrah menjadi pedoman bagt manajemen dalam merencanakai
Kegiatan pada tahun berkennan.

Yang dimaksiud dengan Tungsi pengawasan® adalah anggaran

datrah  menjadi  pedaimnn untuk  menilai  apakah Kegintan
pehyelengearaan Pemerintahan Dacrab sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

Yung  dimaksud dengan lungsi  alokasi*

adilall  anpgaran
datrah  hams ciarabkan  untuk

menciptokan  lapangan
kerja/ Mengurangl  pengangguran dan pemboros

serta meningkatkan efisiensi dan elektivitn
Yang dimaksud dengan "Tunpsi
anggaran daeral
Kepatutar,

an sumber daya
§ perekonomian,

distribusi' adalah kebijakan
harus memperhatikan rasa keadilan dan
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Yang dimaksud dengan “fungsi sinbilisasi® adalah  anggaran

Pemerintalh  Dacrah  menjadi alat untuk  memeliharn. dan

menpupoayvakan keseimbiangan fundaniental perckonomian Daerah,

Ayat [4)
Crikup jelas,

Pasal 24
Avat (1)
Cukup jelus,
Avat (2)
Cukup jelns.
Avat |3)
Cukup jelus,
Ayt (4)
Cukup jelas,
Avar 151
Cukup jelas
Avat (6]
Cukup jelas,
Ayat (7]
Yang dimoksud dengan "dinnggarkan secara brute” adalah jumlah
Pendapitan Dacrali yiing  dianggarkan  tidak  boleh dikurangi
dengan belinja yang digunakan dalam  pangka menghasilkan
pendapatan tersebut  dan/atau dikurangi  dengan  bagian
Pemernntah Pusat/Daerah lain dalom ra ngka bagi Hasil,
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pusal 27
Cukup jelas;
Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan“ekuitas® adalah selisth antara asset lancar
dengan kewajiban jangks pendel.
Ayat (2)

Cukup jelas,



Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jeclas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas,
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasnl 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Ayt [1)

Cukup jelas.

Ayat [2)

Huruf a
Tung dimaksud dengan "pajak bumi dan bangunan® adalah
pajak vang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan vyang
dimiliki, dikuas=ai, dan/alau dimanfaatkan di kawasan ¥ang
digunokan untuk kegiatan usaha, untara lnin perkebunan,

perhutanun, dan pertambangan sesuai dengan keterituan
peraturan perundang-undangan,

Huruf b
Cukup jelas.

Hurul ¢
| Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,

Pasn! 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas,
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Pasnl 39
Cukupiclas.
Pasal 40
Cukup jelas,
Pasal 41
Cukup jelas,
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor

yang dibagikan oleh Daerah provinst kepada Dacrah kabupaten.
Pasal 45 |

Cukup jelas,
Pasal 46

Hurula

Hibah Baik dalam bentuk devisa rupiih, barang, dan/awau jasa,

termasuk tenzga ahlh dan peliatihon vang tidak perlu dibavar
kembali

Hurul b

Cukup jelas,
Huruf ¢

Cukup jelas,
Pasal 47

Hibah rerniasuk sumbangan dari pihak Retiga/sejenis yvang tidak

mengikat, tidak berdasarkan perhitugan  tertentu, dan lidak

mempunyal  konsckuensi pengelunran  alau Pengurangan kewajiban

kepuda penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekanomi
biaya tingei.
Pasal 48
Cukup jelas,
Pasal 49
Cukup jelas,
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelns.
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Ayat (2)

Cukup Jelas,
Aval [3)

Yang dimaksud dengan "standar harga satuan regional® adalah
harga  satuan barang  dan jasa yang ditetapkan  dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional, Penetapan harga

satuan  regional  dilakukan  denpan memperhatikan  tingkat
kemuhalan regional yiang berlaku di susty Daerah
Avat [4)

Standar  harga  sutuan  pada masing-masing Dacrah  dapat
memperhatikin tingkat kemahalan vang berlaku di suatu Daerah
Ayal (5)

Cukup jelas.

Avat (6]

Cukup jelns,
Avat [7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelns.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Huruf a

ﬂuimp jelas,
Hurul b

Yang dimaksud dengan “belanja motal® ontara lain berupa
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan,

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Hurul e

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas,



Aval (2

Cukup jelas,
Aval [3)

Cukup jelas,
Ayat [4)

Cukup jelas.
Aval (5)

Cukup jelas.

Pasal 55
Avar 1)

Hurufl a
Yang dimaksud dengan "belanja pegawai® antara lain berupa
Baji dan winjangan, tambahan penghasilan Pegawail ASN,
belanja penerimaan lainaya pimpinan dan anggota DPRD
serta  Kepala  Daerah/wakil Kepaln Daerah, insentifl

pemungutan pajak dacrah  dan retribusi  daerah, dan
honorarium.
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Hurul d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf 1
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayal (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 56
Aval (1)
Cukup jelas.



Ayat (2
Yang dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Persetujuan OPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan
KUA,
Ayat (2)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan  untuk menyelesaikan
tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan
kepada Pegawal ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja  diberikan
kepada Pepnwal ASN vang dalam melaksanakan tugasnva berada
pada lingkungan kerja yane memiliki resiko tingei.
Tambahan peneghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
kepada Pegawal ASN yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan kHusus dan langka
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja  diberikan
kepacla Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja: yang tinggi
dan/atau inovasi.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh
peraluran perundang-undangan.
Avat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Culkup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan “belanja barang dan jasa’ antara lain
berupa belanja barang pakai habis, bahan/malterial, jasa kantor,
j&sa  @suransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/
penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan
kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,
pakaian kerja, pakaian khusus dan harl-hari tertentu, perjalanan
dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulanpan pegawai,
pemelibharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan  pelayanan
lavallability payment), lain-lain pengadann barang/jnsa, belanja
lainnya yang scjenis, belanja

barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak
ketiga, belanja barang danfatau jasa wyang dljual kepada
masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS,
belanja kursus, pelatihan, sosialisasi din bimbingan teknis PNS,
dan belanja  pemberian uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/ masvarakat,

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang aken diserahkan atau
dyunl  kepada masyarakat/pihak keliga®  adalah barang/jasa

yang terkait dengan pencspaian Sasaran prioritas Daergh yvang
tereantum dalam RPIMD
Avat (2)

Cukup jelas,
Pasal 59

Yang dimaksud dengan “belanja bunga® antara lain berupa belanja

bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi,
Pasal 60

Cukup jelas.
FPasal 61

Avat (1]
Pemberian  hibah didlasarkan
disampaikan kepada Kepala
pemberian bantuan ke

mendapatkan kursi di

atas  usulan  tertulis Yang
Daerah. Pemberian hibah Juga berupa
uangan kepada partai politik  yang
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Ayat (2)
Cukup jelas:
Ayat [3)
Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup Jelas,
Pazal &3

Agat 1)

Yang dimaksud dengan "belonjn modal” antars lain berupa belana

modal tanah, belanja modal peraiatan dan mesin, belanip modal

pedung dan bangunan, belanja moedal jalan. irigasi dan jaringan,
dan asel ewap lainnya,

Ayt |2
Cukup jelas,
Aval (3]
Cukup jelas
Ayar [4)
Cukup jelns,
Pazal B4
Cukup jelas
Pasal £5
Cukup jelas.
Pasal 66

Avar (1)

Yang dmuksud deagan "tiuan terientu Limmva®™ adal

ah dalam
rangka memberikog pu

bt Lagt pemben dan/otow prenieriri
Bantuan Eewanpar

Aynt [2)
Cukup jelas,
Avat (3)
Cukup jelas.
Avalt (]
Cukup jelas,
Avat {5)
Cukup jelas.
Avar (D)

493



Cukup jelas.
Ayat (7]
Cukup jelas.
Pasal &7
Ayat (1)
Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing
Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Avat |2)
Cukug jelas,
Ayat (3|
Cukup jeins
Pasal 638
Cukup jelas.
Fasal 69
Cukup jelas,
Pasal 7O
Cultup jalas.
Pasal 7]
Cukup jelas,
Pasal 72
Aval [1)
Cukip jelus,
Ayat (2]
Yang dimeaksud dengan “bhuki penenimaan’ seperti dokumen
lelang, akta junl beli, nota kretht, dan dokumen sejenis lalnnya.
Pasal 73
Cukup jelas,
Pasal 74
Cukup jelas,
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas,
Pasal 77
Cukup jelas.



Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal B0
Cukup Jelas,
Fasal 81
Cukup elns.
Pasal 82

Avar (1)
Yang dimaksud dengan “surplus APBD® adalah selisih lebib antarn

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah,
Yang dimaksud dengan “defisit APBD" adalah selisih kurang antarn

Pendaputan Daerah dan Belanja Daerah,
Ayat (2)

Cukup Jelas,
Avat {3)

Cukup Jelas.
Pasal 83

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembayaran cicilan pokok Ulang yang
jatuh tempe” adaloly pembavaran pokok Utang vang belum cukup
tersedin anggaran dalam pengeluaran Pembinvaun sesuai dengan
peranjian.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufl ¢
Cukup jelas,
Hurul d
Cukup jelas.
Hurule
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas,
Pasal 85
Cukup jelas.
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Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal B7
Ayat (1]
Cukup jelas,
Aval (2)
Pedoman penyusunan APBD aritarn lain memunt:
a8, kebijakan penyvusunan APBD:
b teknik penyusunan APBD: dan
€. hal khusus lainnva.
Ayat {3)
Huruf
Cukup jelas,
Hural b
Eir‘l-:up jelaEs.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Strategt  pencapalan  memunt langkah  konkret dalam
mencapai target,
Ayat (4]
Cukup felas,
Pasal 88
Cukup jelas,
Fasal 89

Kepala  Daerah menyampaikan  Rancangan Perda tentang. APBD
berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada REKPD,

rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah,
Pasal 40

Avat (1)
Cukup jelas.
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Ayt |2)
Hurul n

Regintnn Tahun Jamak mengacd pada Program  yang
tercuntum dolnm RPIMD.
Hurul b

Yang  dimaksiud  denpun  “pekerinan  atas  pelaksanaan
Kegintun yoang menurut Sifatnva harus ietap  berlingsung
padn perpantinn  tahun apgearan” antara lwin penanaman
Benih/bibit,  penghijauan,  pelovanan perintis laul/udara,
mukanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan
sumpil, dan pengadaan josa pelayanan kebersihan feleaning
seriiee),
Avat (3)
Cukup jelas,
Avar (4)
Cukup jelas.
Ayvat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6]
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Untuk kesinambungan penyvusunan REA SKPD, kepaln SKPD

mengevaluas: basil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 [dua)

tahun anggaran sebelumnya sampal dengon semester pertama
tahun angegaran berjalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
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Ayat ()

Penyusunan RRA SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah dilakukan secara bertshap disesunikan dengan
kebutuharn,
Ayal [2)
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas,
Avit (4)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 85
| Cukup jelns.
| Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas,
Pasal 98
Cukup jelas,
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi Kinerja
berdasarkan Sasaran capaian Rinerja dan  indikator Kinerja
masing-masing Program dan RKepgiatan.

Avat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.




Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung”
antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.

Ayat [2)

Pasal 103

Cukup jelas.

Cukup ielas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayar (1)

Yang dimaksud dengan “angka APBD tahun angearan sebelumnya®
adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetzpkan dalam
perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat ()

Tang dimaxsud dengan "belanja yang bersifat mengikat” adalah
belanja  yvang dibulubkan secara terus menerus dan  harus
dinlokasikan oleh Pemerintah Daerali dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap butan dalam 1abun anggaran berkenaan,
seperti belanja pegawai, dan belirija barang dan Jasa,

fang dimaksud dengan “belanja vang bersiflat wajib" adalah
belanja untuk terjaminnyn kelangsungan pemenuhan pendatiann
Pelayanun Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan  kewajiban  kepada pihak ketipa, kewajiban
pembayaran pokok pimjaman, bunga pinjaman vang telah jatuh
tempo, dan kewajiban |lainnyva sesuaj dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Ayat (3]

Pasal 106

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas,

Pasal 108

Cukup jelas,



Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayal (3)
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas,
Pasal 111
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah vang tidak dilakukan
melalul Rekening Kas Umum Daerah;, antara lain sumber
penierimaan yang berasal dan Pembiayaan pinjoman dan/atau
hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui Rekening Kas

Umum Daerah npamun tetap hams dibukukan dalam Rekening
Kas Umurn Daerah.

Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas,
Paszal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Avat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD” anlara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.



Pasal 118
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bank umum yang sehal” adalah bank
umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai
perbankan,
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Pasal 119

Cukup jelas.
Pasal 120

Cukup jelas.
Pasal 121

Cukup jelas,
Pasal 122

Cukup jeclas.
Pasal 123

Ayat (1]

Yang dimaksud dengan '‘mendepositokan” adalah penempatan

deposite dilakukan pada bank umum  d; Indonesia  yang

aman/schat  sesai  dengan ketentuan peraturan perundang-

uncdangan vang mengatur mengenal perbankan  dan  tidak
melampaui tahun mnggaran berkenaan.
Ayat (2)

Cukup jelas,
Pasal 124

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD

yang memiliki tugas dan fungsi pendapatan,
Ayal (3)

Cukup jelas.
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Pasal 125

Cukup jclas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang'  adalah  penerimoan  yang  setinp  tahun  rutin

dinngegarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi,
dan lainnva.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah vang silalnya

idak berulang” adalah penerimaan yang ldak setiap tahun

dianggarkan,  sepert pendapatan tuntutan ganti

rugl, pendapatan penjualan kekayaan daerah  vyang

dipisahkan, dan lainnya,

Ayat |3)

Pasal 131

Cukup jelas:

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas,

Pasal 133

Cukup jelas,

Pasal 134

Cukup jelas,

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup jelas.
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Pasal 137
Cukup jelas,
Pasal 138
Cukup jrlas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayal (1)
Culktup jelns.
Avat (3]

Cukup jelas,

Ayar (3]
Hiutruf a

Cukup jelas.

Hurul B
Yang

penintah membavarkan darl PA/KRPA,

Huruf ¢

Cukup jelas

Hurul d

Cukup jelos

Aval [4]

Cukup jelas,

Avat |5)
Cukup jelas

Pusal 141

Cukup lelps,
Pasal 142

Cukup jelas.
Paanl 143

Cukup jelas.
Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas.

chimkesiad "perintaly  permbayaran”

adnlah
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Pasal 146

Cukup jelas.
Pasal 147

Cukup jelas.
Pasal 148

Cukup jelas.
Pasal 149

Cukup jelas,
Pasal 150

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prognosis® adalal prakiraan dan
penjelasannya yang akan direallsir dalam 6 [enam) bulan

berikutnya berdasarkan realisasi.
Ayat (2}

Cukup jelas.
Pasal 151

Cukup [elas.
Pasal 152

Cukup jelas,
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas:
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50% (lima puluh persen)”

adalah batas persentase minimal selisih  (gap) kenaikan antara

pendapatan dan belanja dalam APBD.
Ayat [3)

Cukup jelas.

[



Pisil 158

Cukup jelas,
Pasnl 150

Cukup jelos.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelus,
Pasal 162
Cukup jelns,
Pusal 163
Cubkup jelas,
qasal 164
Cukup jelas;
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 160
Cubkaip jelos.
Pasal 167

Yang  dimaksud  dengon “penjelasan dan dekumen pendukung®

anttre an notie Keviangon, perubahaon REPD. dorn perubmlian KUA
dan PPAS.

Pasal 168

Cukup jelas,
Pasal 1649

Cukup jelas,
Pasal 170

Cukup jelns,
Pasal 171

Cukup jelns,
Pasal 172

Cukup jelns.
Pagal 173

Cukup jelas.
Pasal 174

Cukup jelas.
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Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Huruf a
Yang dimaksud adalah laporan dengan “laporan realisasi
anggaran’ yang menggambarkan perbundingan anlara
anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) peniode
pelaporan sesuai strukiur APBD yang diklasilikasikan ke
dalam kelompok, jenis, obyck dan rincian obyek
pendapatan, belanja dan Pembiayaan,
Hurufl b
Cukup jelas.

Hurul c
Cukup jelas.
Hurul d
Cukup jelas.
Hurufl e
Cukup jelas.
Hurul
Cukup jelas.
Hurul g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas,
Pasal 180

Cukup jelas,



Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas,
Pasal 183
Cukup jelas,
Pasnl 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas,
Pasal 186
Cukup. jelas.
Pasal 187
Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkalan
Pendapatan  Daerah,  peningkatan  kesejahleraan  masyarakat,
peningkatan  pelavanan masyarakat, dan/ atau tdak menpgganggu
likuiditas Keuangan Daerah.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Fasal 191
Hurul a
Yang dimaksud dengan “penyediazan barang dan/atau jasa
layanan umum” antara lain rumah sakit daerah, penyvelengearnan
pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan
jasa  penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan
pengujian,
Hurufl b
Yang dimaksud dengan “dana khusus untuk meningkatkan
ckonomi dan/atau layanan kepada masyarakat” antara lwn
dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan
perumahan,

Huruf ¢
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Cukup jelas,
Pasal 192

Cukup jelas,
Pasal 193

Cukup jelas.
Pasal 194

Cukup jelas.
Pasal 195

Cukup jelas,
Pasal 196

Cukup jelas.
Pasal 197

Cukup jelas,
Fasal 19§

Cukup jelas
Pasal 199

Cukup jelas,
Pasal 200

Cukup jelas.
Pasal 201

Cukup jelas,
Pasal 202

Cukup jelas.
Pasal 203

Cukup jelas.
Pasal 204

Cukup jelas.
Pasal 205

Cukup jelas,
Pasal 206

Cukup jelas.
Pasal 207

Cukup jelas.
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